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MOTTO 

هُمُ  وَالَّذِيْنَ  ٓ  مُفَصَّلً  الْكِتهبَ  الِيَْكُمُ  انَْ زَلَ  ٓ  افََ غَيْ رَ اللّهِّ ابَْ تَغِيْ حَكَمًا وَّىُوَ الَّذِيْ   الْكِتهبَ  اهتَ يْ ن ه
٤١١۝يْنَ الْمُمْتَِ  مِنَ  تَكُوْنَنَّ  فَلَ  بِِلَْْقِّ  رَّبِّكَ  مِّنْ  مُنَ زَّلٌ  ٓ  انََّو يَ عْلَمُوْنَ   

Artinya: “Maka, apakah pantas aku mencari selain Allah sebagai hakim, 

padahal dialah yang menurunkan Kitab Al-Qur‟an kepadamu dengan 

penjelasan secara terperinci? Orang-orang yang telah Kami anugerahi 

Kitab Suci mengetahui bahwa sesungguhnya Al-Qur‟an itu diturunkan 

dari Tuhanmu dengan benar. Maka, janganlah sekali-kali kamu 

termasuk orang-orang yang ragu.” (QS, Al-An'am, Ayat 114).* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

 

* Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung:Sygma 

Exagrafika, 2009), 72.  
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ABSTRAK 

Thomas Adhi Tamsyah, 2025: Analisis Putusan Hadanah Pasca Perceraian 

Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No: 

43/Pdt.G/2023/PA.Jr). 

Kata Kunci: Hadanah, Pasca Perceraian, Hukum Islam 

Perceraian dapat memberi dampak besar pada anak-anak, baik secara 

emosional maupun sosial. Pola pengasuhan setelah perceraian sangat penting 

untuk memastikan anak tetap merasa diperhatikan dan didukung. Orang tua perlu 

tetap berkomunikasi dengan baik dan memberikan dukungan emosional agar anak 

bisa beradaptasi dengan perubahan yang dialami. Hukum Islam juga mengatur 

perceraian dan hak asuh anak, dengan menekankan perlakuan adil dan 

memberikan nafkah, tempat tinggal, dan pendidikan yang layak. Persoalan hak 

asuh anak sering menjadi masalah yang harus diputuskan oleh pengadilan dengan 

mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. 

Fokus penelitian ini yakni: 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim 

dalam memutus perkara cerai gugat dan hadanah dalam putusan nomor 

43/Pdt.G/2023/PA.Jr ? 2) Bagaimana pelaksanaan hadanah pasca perceraian 

dalam pandangan hukum Islam? 

Tujuan penelitian ini yakni: 1) Untuk mengetahui pertimbangan hukum 

hakim dalam memutus perkara cerai gugat dan hadanah dalam putusan nomor 

43/Pdt.G/2023/PA.Jr. 2) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan hadanah pasca 

perceraian dalam pandangan hukum Islam. 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, yakni teknik 

pengumpulan data dengan cara menganalisis dokumen yang terkait dengan 

penelitian.  

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa 1) pertimbangan hukum 

hakim dalam mengadili perkara gugatan perceraian sekaligus hak asuh anak pada 

putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr, hanya berfokus pada normatif hukum dan 

keterangan saksi saat di persidangan tanpa menggunakan kaedah yang terdapat 

dalam buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama, 

prosedur pengajuan perceraian dan hadanah di pengadilan agama diatur dalam 

prosedur cerai gugat dalam huruf (c) yang berbunyi “Gugatan nafkah anak, nafkah 

istri, mut'ah, nafkah iddah dapat diajukan bersama-sama  dengan cerai gugat, 

sedangkan gugatan hadanah dan harta bersama suami istri sedapat mungkin 

diajukan terpisah dalam perkara lain”. akan tetapi perkara tersebut tetap diperiksa 

oleh majelis hakim dan diputus secara verstek tanpa kehadiran tergugat. 2) secara 

keseluruhan bahwa hakim dalam memutuskan hak asuh anak pada putusan Nomor 

43/Pdt.G/2023/PA.Jr, telah mencerminkan pendekatan yang menyeluruh, baik 

dari sisi hukum Islam, hukum nasional, hak anak, hingga prinsip kasih sayang 

dalam keluarga demi kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut telah relevan sesuai 

dengan normatif hukum yang berlaku.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan suatu prosesi sakral yang dilakukan antara laki-

laki dengan perempuan yang berkomitmen untuk hidup bersama dalam ikatan 

yang sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pernikahan adalah “sebuah 

akad atau perjanjian yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan sebagai sarana 

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan bentuk 

ibadah”.
1
 Pasal 3 KHI menyebutkan bahwa “perkawinan bertujuan untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah”.
2
 

Pernikahan diartikan sebagai akad atau perjanjian yang mengandung 

kebolehannya untuk melakukan hubungan seksual. Dalam Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974), perkawinan 

diartikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.
3
  

Maka berdasarkan definisi ini, perkawinan mempunyai hubungan yang 

erat dengan agama atau kepercayaan, sehingga perkawinan bukan hanya 

sekedar mempunyai unsur lahir atau jasmani saja tetapi unsur unsur batin atau 

rohani yang memiliki peranan yang sangat penting. Suami istri perlu untuk

                                                           
1
 Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam, Pasal 2. 
2
 Presiden RI, Inpres No. 1 Tahun 1991, Pasal 3. 

3
 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, Pasal 1. 
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 saling bantu membantu dan sasling melengkapi dalam membentuk bahtera 

rumah tangga.  

Konsep pernikahan dalam Al-Qur‟an berasal dari dua kata kunci yakni 

zawwaja dan nakaha yang diartikan sebagai ikatan (akad) perkawinan. 

Ketentuan pernikahan (Munakahat) telah diatur dalam Al-Qur‟an Surah Ar-

rum. Ayat 21: 

حَْْةً اِنَّ فِْ وَمِنْ اهيهتِو انَْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ انَْ فُسِكُمْ ازَْوَاجًا لتَِّسْكُنُ وْا الِيَْ هَا وَجَعَلَ بَ يْ نَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَ 
لِكَ لََهيهتٍ لِّقَوْمٍ ي َّتَ فَكَّرُوْنَ    ذه

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia 

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu 

sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan 

di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada 

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran 

Allah) bagi kaum yang berpikir”.
4
 

Namun terlepas dari itu semua, dalam setiap perjalanan rumah tangga 

seseorang memiliki lika-liku perjalan masing-masing. Sebagian pasangan 

suami istri ada yang cara menyikapi problematika dalam rumah tangganya 

dengan kepala dingin, musyawarah dan diambil jalan terbaik demi keutuhan 

rumah tangganya. Sebagian pasangan suami istri yang cara menyikapi konflik 

dalam rumah tangganya dengan saling mengedepankan ego masing-masing, 

sehingga berujung pada sebuah perceraian.  

Perceraian merupakan bagian dari dinamika kehidupan sosial yang 

memiliki dampak signifikan terhadap individu dan keluarga. Ketika pasangan 

suami istri memutuskan untuk bercerai, anak sering kali menjadi pihak yang 

paling terdampak. Ketidakstabilan emosional dan perubahan dalam lingkungan 

                                                           
4
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung:Sygma 

Exagrafika, 2009), 406. 
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hidup dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosial anak. Dalam 

konteks ini, pola asuh pascah perceraian menjadi sangat penting untuk 

memastikan kesejahteraan anak.  

Menurut Wahbah az-Zuhaili, pengasuhan anak merupakan upaya untuk 

memelihara anak bagi orang tua yang memiliki hak atasnya. Pengasuhan anak 

dapat diartikan sebagai upaya untuk menjaga anak yang belum mampu 

mengurus kebutuhan dan keperluannya sendiri disebabkan belum mumayyiz, 

seperti anak pada jenjang pendidikan usia dini, dasar dan orang dewasa yang 

memiliki kekurangan daya pikir.
5
 

Dalam perspektif fiqih, perceraian diatur oleh hukum Islam yang 

memberikan pedoman tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, 

termasuk tanggung jawab terhadap anak. Fiqih juga menekankan tentang 

pentingnya pemeliharaan hak-hak anak dan perlakuan adil dari kedua orang 

tua. Selain itu juga membahas tentang kewajiban orang tua untuk memberikan 

nafkah, tempat tinggal, dan pendidikan yang layak kepada anak, serta 

menentukan hak asuh berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kepentingan 

terbaik anak. Persoalan mengenai hak asuh dan tanggung jawab orang tua 

pasca perceraian sering kali menjadi topik perdebatan dan memerlukan 

pemahaman mendalam tentang norma-norma agama yang relevan.  

Dari sudut pandang psikologis, perceraian dapat menyebabkan stress, 

emosional yang berat pada anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-

anak dari keluarga yang bercerai dapat mengalami masalah dalam hal perilaku, 

                                                           
5
 Saifuddin Mujtaba dan Imam Jauhari, Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam, (Jakarta; 

Pustaka Bangsa Press, 2003), 84. 
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prestasi akademik, dan hubungan sosial. Pola pengasuhan yang diterapkan 

setelah perceraian dapat mempengaruhi proses adaptasi dan kesejahteraan 

psikologis anak.
6
 Maka orang tua diharapkan untuk tetap menjaga komunikasi 

yang baik dan stabil dengan anak-anaknya, memberikan dukungan emosional 

yang konsisten, dan diharapkan untuk dapat membantu anak-anak mereka 

dalam mengatasi trauma yang sedang dirasakan dan beradaptasi dengan situasi 

baru.  

Berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Peradilan Agama, prosedur pengajuan perceraian dan hadanah di pengadilan 

agama diatur dalam prosedur cerai gugat dalam huruf (c) yang berbunyi 

“Gugatan nafkah anak, nafkah istri, mut'ah, nafkah iddah dapat diajukan 

bersama-sama  dengan cerai gugat, sedangkan gugatan hadanah dan harta 

bersama suami istri sedapat mungkin diajukan terpisah dalam perkara lain”.
7
 

Peraturan ini menunjukkan bahwa perkara pengajuan gugatan cerai dan 

gugatan hadanah hendaklah dipisahkan dalam perkara yang berbeda. Sehingga 

majelis hakim dapat menilai secara objektif perkara-perkara yang diajukan. 

Namun pada kenyataannya, terdapat banyak kasus yang tidak menggunakan 

kaidah ini, sehingga terkadang putusan pengadilan menimbulkan adanya rasa 

ketidak adilan bagi para pihak yang bersengketa.  

                                                           
6
 Musa Sembiring, Muhazir, Laila Mahrani, ”Perkembangan Emosi Pada Anak Korban 

Perceraian orang Tua Pada Lingkungan 1 Kelurahan Damai Kecamatan Binjai Utara Kota 

Binjai,” Jurnal Serunai Bimbingan dan Konseling, Vol 11.No. 2, Oktober (2022): 47, 

https://ejournal.stkipbudidaya.ac.id/index.php/jb/article/download/684/456. 
7
 Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, “Buku II Pedoman Pelaksanaan dan 

Administrasi Peradilan Agama” (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), 153.    
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Salah satu contoh kasus yang relevan dengan permasalahan diatas yakni 

putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr. Putusan ini diajukan oleh penggugat 

berusia 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di 

Kabupaten Jember. Melawan tergugat usia 41 tahun, agama Islam, pekerjaan 

karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Jember. Dimana penggugat dan 

tergugat telah menikah pada tanggal 21 November 2010. Pernikahan tersebut 

dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji 

Kabupaten Jember dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 639/68/XII/2010 pada 

tanggal 22 November 2010. Setelah pernikahan dilangsungkan keduanya hidup 

bersama selama 12 tahun dan telah berhubungan selayaknya sebagai suami istri 

(ba‟da dukhul). terakhir memilih tempat kediaman bersama di perumahan 

Pesona Wirolegi Blok F9, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. 

Dalam perkara ini penggugat dan tergugat telah memiliki 2 orang anak. 

setelah rumah tangganya berjalan selama 12 tahun, rumah tangga tergugat dan 

penggugat terjadi syiqaq. Demi keutuhan rumah tangganya penggugat telah 

berusaha mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dengan 

tergugat secara baik-baik namun masih belum berhasil. Masalah yang paling 

dominan dalam rumah tangga tersebut adalah perihal ekonomi. Tergugat 

dianggap telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan 

kepala keluarga yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri dan kedua 

anaknya. sehingga sang istri selaku penggugat bertekat untuk melakukan 

gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Jember. 
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Selain mengajukan gugatan perceraian, penggugat mengkumulasikan 

gugatan Hadanah agar majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk 

menjatuhkan putusan Hadanah pada penggugat. Dengan alasan bahwa pada 

saat terjadinya permasalahan dalam rumah tangganya tergugat marah dan tidak 

segan-segan membanting barang, sehingga dengan sifat  tempramentalnya, 

penggugat khawatir ketika kedua anaknya berada dalam pengasuhan tergugat 

yang nantinya akan berdampak pada kondisi mental sang anak. 

Maka jika dihubungkan dengan ketentuan yang tercantum dalam buku 

II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, prosedur 

pengajuan perceraian dan hadanah di pengadilan agama, yang diatur dalam 

prosedur cerai gugat dalam huruf (c), pada Putusan nomor 

43/Pdt.G/2023/PA.Jr dirasa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Karena yang seharusnya perkara gugatan perceraian dan hak asuh anak 

diajukan terpisah dalam perkara lain, namun perkara tersebut tetap diperiksa 

oleh majelis hakim dan diputus secara verstek tanpa kehadiran tergugat.
8
 

Berdasarkan problematika diatas maka peneliti tertarik meneliti 

permasalahan ini dengan judul penelitian “ANALISIS PUTUSAN 

HADANAH PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM 

ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NO: 

43/Pdt.G/2023/PA.Jr)”.  

 

 

                                                           
8
 PUTUSAN Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, 

maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini yakni sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara cerai gugat 

dan hadanah dalam putusan nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr ? 

2. Bagaimana putusan nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang hadanah pasca 

perceraian dalam pandangan hukum Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara 

cerai gugat dan hadanah dalam putusan nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr. 

2. Untuk mengetahui putusan nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang hadanah 

pasca perceraian dalam pandangan hukum Islam. 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam sebuah penelitian hendaknya dapat memberikan manfaat baik 

dalam segi praktik maupun segi teoritis. Artinya suatu penelitian dapat 

bermanfaat untuk menemukan sesuatu yang baru, menambah wawasan serta 

mengembangkan ilmu pengetahuan. 

A. Secara Teoritis: bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

pemahaman tentang konsep hadanah dalam hukum Islam, khususnya dalam 

konteks pasca perceraian. Dan juga dapat mengklarifikasi pandangan Islam 
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mengenai hak dan kewajiban orang tua serta mekanisme hukum yang 

mengatur siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak, dengan 

mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan prinsip-

prinsip Syariah. 

B. Secara praktis: bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

pijakan bagi para praktisi hukum untuk digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan mengenai hadanah. 

Dengan demikian, majelis hakim dapat lebih bijaksana dalam memeriksa 

dan memutus perkara yang ada, serta memperhatikan kemaslahatan bagi 

pihak-pihak yang sedang berperkara khususnya dalam masalah hak asuh 

anak. Memastikan bahwa keputusan yang diambil bukan hanya berdasarkan 

hukum semata namun juga dengan mempertimbangkan kondisi sosial dalam 

masyarakat. 

Selain itu penelitian ini dapat memberikan panduan kepada orang tua 

yang bercerai dalam menyusun kesepakatan mengenai hak asuh anak agar 

lebih bijak dalam mempertimbangkan kepentingan anak. Orang tua akan 

lebih terbuka untuk mendiskusikan dan merencanakan pembagian waktu 

yang sehat dan mendukung perkembangan anak, baik dari sisi ibu maupun 

ayah, sehingga dapat mengurangi konflik lebih lanjut pasca perceraian.  

E. Derfinisi Istilah 

1. Analisis Putusan 

Analisis putusan adalah proses memeriksa, mengkaji, dan menilai 

secara mendalam tentang isi, argumen, serta dasar hukum yang digunakan 
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oleh hakim dalam suatu putusan pengadilan. Tujuannya adalah untuk 

memahami alasan hukum di balik keputusan tersebut, dampak dari putusan 

itu, serta kesesuaian antara fakta yang ditemukan dalam persidangan dan 

keputusan yang dijatuhkan. Analisis ini juga sering digunakan untuk menilai 

apakah putusan tersebut adil, konsisten dengan peraturan yang berlaku, dan 

sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang diterima secara umum.
9
 

2. Hadanah 

KHI menjelaskan bahwa hadanah adalah pemeliharaan anak yang 

masih kecil dan belum bisa mengurus diri sendiri. Hadanah merupakan 

kebutuhan anak yang harus dipenuhi baik dalam kondisi orang tua bercerai 

maupun meninggal dunia. Pengertian secara Syara’ hadanah artinya 

pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Bisa juga 

diartikan memelihara atau menjaga orang yang yang tidak mampu mengurus 

kebutuhannya sendiri karena belum mumayyiz seperti anak-anak, orang 

dewasa yang berkebutuhan khusus. 

3. Perceraian 

Perceraian merupakan putusnya ikatan hubungan antara suami istri, 

sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak 

lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu hubungan rumah tangga. 

perceraian bukanlah suatu kesepakatan, oleh karena itu perceraian dalam 

perkawinan tidak boleh didasarkan pada adanya kesepakatan oleh suami 

istri untuk bercerai. Perceraian merupakan pintu darurat atau alternatif 

                                                           
9
 Moeslim, L. "Teori Hukum dan Analisis Putusan." (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003). 
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terakhir yang dapat dipilih untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa 

dalam perkawinan.
10

 

4. Hukum Islam 

Hukum islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu 

Allah SWT dan sunnah Rasulullah tentang tingkah laku seorang mukallaf. 

kata seperangkat peraturan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

hukun Islam itu sendiri adalah peraturan yang dirumuskan dengan rinci 

yang memiliki kekuatan yang mengikat. Dalam hal ini yakni hukum Islam 

mengenai fiqih munakahat, merupakan hukum yang mengatur tentang 

pernikahan, perceraian, termasuk pola pengasuhan anak maupun masalah 

keluarga lainya yang terdapat dalam Al-qur‟an dan Hadits serta pendapat 

para fuqoha. 

5. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr. 

Putusan adalah keputusan yang diambil oleh majlis hakim dalam suatu 

perkara yang diajukan oleh para pihak ke pengadilan. Putusan berisi tentang 

hasil pertimbangan hukum terhadap sengketa yang diajukan, serta memuat 

keputusan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, yang 

dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh majlis hakim dalam 

persidangan. Putusan yang di maksud peneliti dalam penelitian ini putusan 

Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr. tentang penetapan hadanah. 

 

 

                                                           
10

 Qishatul Ifki, Penerapan Alggoritma Fp-Growth Dalam Menentukan Faktor Perceraian Di 

Kota Pekabaru, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023). 
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F. Sistematika Pembahasan 

Pada bagian ini, sistematika pembahasannya mengenai alur-alur 

pembahasan yang telah dijabarkan. Dimulai dari bab pendahuluan hingga 

bab penutup. Format penelitian yang digunakan dalam kajian ini berbentuk 

deskriptif naratif. Agar dapat mudah dipahami, peneliti akan 

mengemukakan gambaan secarab umum mengenai pembahasan proposal 

ini. 

Bab I: Pendahuluan, pada bab ini meliputi: latar belakang masalah, 

fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan 

sistematika pembahasan. Bab ini digunakan untuk memperoleh gambaran 

secara umum mengenai pembahasan penelitian yang telah dikaji 

sebelumnya. 

Bab II: Kajian Pustaka pada bab ini, akan di uraikan mengenai kajian 

kepustakaan yang didalamnya terdapat penelitian terdahulu dan kajian teori 

yang membahas mengenai kajian yang telah diteliti sebelumnya. Dalam bab 

ini, akan dikemukakan pemikiran-pemikiran para pakar yang digunakan 

sebagai landasan pemikiran dan sebagai penguat sehingga dapat menjadi 

pengait bagi bab selanjutnya. Bab ini ditunjukan sebagai suatu landasan 

teori yang akan digunakan untuk menganalisa data yang telah diperoleh 

sebelumnya. 

Bab III: Metode penelitian, bab ini memuat metode dan prosedur 

penelitian yang akan dilakukan. Metode penelitian ini dari pendekatan dan 

jenis penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan 
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tahapan-tahapan penelitian. Sehinggga dalam penelitian ini sudah jelas 

objek yang akan dituju peneliti dalam penelitiannya. 

Bab IV: Pembahasan, dalam bab ini peneliti akan membahas 

pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 

43/Pdt.G/2023/PA.Jr. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa ini berisi uraian 

masalah secara rinci, alternatif model pemecahan masalah, dan pemecahan 

masalahnya. Bagian ini merupakan hasil pemikiran atau ide dari peneliti 

mengenai masalah yang dibahas. 

Bab V: Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang 

kesimpulan atau hasil dari penelitian yang dilakukan atas rumusan masalah 

yang terdapat dalam bab I. Bab ini juga berisi usulan atau anjuran kepada 

masyarakat ataupun kepada peneliti berikutnya yang akan melakukan 

penelitian dengan pembahasan hak asuh anak. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang relevan bertujuan untuk membandingkan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini akan dilakukan juga 

memberi penguatan materi. Berikut ini beberapa penelitian yang relevan 

dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan sebagai berirkut : 

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Sofiyatul Qomariyah pada tahun 2024 

mahasiswi universitas Islam negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember. 

Dengan judul Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Hak 

Asuh Anak Hadanah Kepada Ayah Akibat Perceraian (Studi Kasus 

Putusan Pengadilan Agama Jember 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr).   

Persamaan dalam penelitian ini yakni Sama-sama meneliti tentang 

Hak Asuh Anak Akibat Perceraian serta sama-sama menggunakan jenis 

penelitian Yuridis Normatif. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini 

adalah Penelitian terdahulu meneliti tentang Gugatan hak asuh anak yang 

sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap tidak terdapat 

penentuan hak asuh anak, dan secara otomatis pengasuhan anak terdapat 

pada Ibu. Yang Kemudian di Gugat oleh sang ayah karena saat ayah 

setiap ingin menemui anaknya terdapat penolakan keras dari sang ibu 

beserta kerabatnya, serta sampai berujung pada pertengkaran diantaranya. 

Penelitian sekarang mengkaji tentang penggabungan dua gugatan 

(Kumulasi Gugatan) antara Cerai Gugat dengan Hak Asuh Anak 
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Hadanah yang dilimpahkan kepada sang ibu, mengingat anak dari 

Penggugat dan Tergugat masih berusia dini dan belum Mumayyiz dengan 

memberikan kelonggaran kepada sang ayah untuk tetap menggunakan 

hak nya dengan menemui anaknya ketika ingin bertemu. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Zainal Arifin pada tahun 2021 mahasiswa 

Institut Agama Islam Negeri Jember. Dengan judul Pelimpahan Hak 

Asuh Anak Akibat Sibuk Bekerja Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan 

Hukum Positif di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember.  

Persamaan dalam penelitian ini adalah Sama-sama meneliti 

tentang Hak Asuh Anak Hadanah dalam pandangan hukum islam serta 

tinjauan hukum positifnya. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini 

yakni Peneliti Terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan (field 

research), yaitu data primer yang dijadikan rujukan dalam penelitian 

tersebut adalah fakta-fakta yang terdapat di lapangan. Sedangkan peneliti 

sekarang menggunakan jenis penelitian penelitian hukum normatif atau 

yuridis normatif. Dimana Pada penelitian hukum normatif ditujukan pada 

peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian sekarang sangat erat 

hubunganya dengan kajian pustaka, dikarenakan hukum normatif ini 

akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. 

Peneliti terdahulu meneliti tentang faktor penyebab adanya 

pelimpahan hak asuh Anak akibat sibuk Bekerja. Yakni ada beberapa 

beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pelimpahan hak asuh 

anak diantaranya mulai dari faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor 
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sosial, dan lain-lain. sedangkan peneliti sekarang menganalisis adanya 

putusan pengadilan yang terjadi akibat perceraian yang termuat dalam 

kumulasi gugatan terkait hak asuh anak. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Zainal Arifin pada tahun 2021 mahasiswa 

Institut Agama Islam Negeri Jember. Dengan judul Pelimpahan Hak 

Asuh Anak Akibat Sibuk Bekerja Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan 

Hukum Positif di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember.  

Persamaan dalam penelitian ini adalah Sama-sama meneliti 

tentang Hak Asuh Anak Hadanah dalam pandangan hukum islam serta 

tinjauan hukum positifnya. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini 

yakni Peneliti Terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan (field 

research), yaitu data primer yang dijadikan rujukan dalam penelitian 

tersebut adalah fakta-fakta yang terdapat di lapangan. Sedangkan peneliti 

sekarang menggunakan jenis penelitian penelitian hukum normatif atau 

yuridis normatif. Dimana Pada penelitian hukum normatif ditujukan pada 

peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian sekarang sangat erat 

hubunganya dengan kajian pustaka, dikarenakan hukum normatif ini 

akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. 

Peneliti terdahulu meneliti tentang faktor penyebab adanya 

pelimpahan hak asuh Anak akibat sibuk Bekerja. Yakni ada beberapa 

beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pelimpahan hak asuh 

anak diantaranya mulai dari faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor 

sosial, dan lain-lain. sedangkan peneliti sekarang menganalisis adanya 
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putusan pengadilan yang terjadi akibat perceraian yang termuat dalam 

kumulasi gugatan terkait hak asuh anak. 

4. Skripsi yang ditulis oleh Cahya Fitri Annisa pada tahun 2024, mahasiswi 

Universitas Isalam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul 

Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Yang 

Masih Dibawah Umur Kepada Ayah Perspektif Maslahah AlThufi (Studi 

Putusan Nomor 2018/PDT.G/2023/PA.KAB.MLG). persamaan dalam 

penelitian ini yakni sama-sama jenis penelitian hukum normatif dengan 

menggunakan pendekatan kasus. dan bahan hukum yang digunakan 

merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Perbedaan penelitian ini yakni peneliti terdahulu Majelis Hakim 

menggunakan pertimbangan the best interest of the child yakni 

mengutamakan kepentingan anak, dan juga Majelis Hakim tidak hanya 

berpatokan pada Hukum normatif akan tetapi juga memperhatikan aspek 

lainnya seperti orang yang akan mengasuh anak tersebut. Kemudian jika 

dibandingkan terkait maslahah yang akan didapatkan oleh sang anak jika 

ia diasuh oleh ayah atau ibunya, maka sang anak medapatkan maslahat 

yang lebih banyak jika diberikan kepada ayahnya. Sedangkan penelitian 

sekarang dalam putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr., Majelis Hakim 

mengabulkan gugatan penggugat yakni dengan menetapkan hadanah 

pada sang ibu. 

5. Skripsi yang ditulis oleh Khufazo Ilman Putra pada tahun 2022, 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarata. Dengan judul Hadanah 
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Akibat Perceraian Perspektif Fiqih 4 Mazhab dan Kompilasi Hukum 

Islam. Dalam penelitian ini dan penelitian sekarang memiliki persamaan 

pada metode pendekatan, yakni menggunankan pendekatan kepustakaan. 

Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari buku, 

jurnal, majalah, surat kabar, dan bahan pustaka lainya. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu 

dengan peneliti sekarang yakni, peneliti terdahulu mengkaji perbedaan 

dan persamaan hadanah menurut Kompilasi Hukum Islam dan fiqih 

Islam. Sedangkan peneliti sekarang mengkaji pertimbangan hukum 

hakim dalam memutus perkara cerai gugat dan hadanah dalam 

pandangan hukum Islam. 

Tabel 1.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang 

 

No Nama Peneliti dan                      

Judul Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1. Siti Sofiyatul Qomariyah, 

“Analisis Pertimbangan 

Hakim Dalam 

Penyelesaian Hak Asuh 

Anak Hadanah Kepada 

Ayah Akibat Perceraian 

(Studi Kasus Putusan 

Sama-sama 

meneliti tentang 

Hak Asuh Anak 

Akibat 

Perceraian serta 

sama-sama 

menggunakan 

Penelitian terdahulu 

meneliti tentang Gugatan 

hak asuh anak yang 

sampai putusan pengadilan 

berkekuatan hukum tetap 

tidak terdapat penentuan 

hak asuh anak, dan secara 
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Pengadilan Agama 

Jember 

2722/Pdt.G/2022/PA.Jr.)

”. 

jenis penelitian 

Yuridis 

Normatif 

otomatis pengasuhan anak 

terdapat pada Ibu. Yang 

Kemudian di Gugat oleh 

sang ayah karena saat ayah 

setiap ingin menemui 

anaknya terdapat 

penolakan keras dari sang 

ibu beserta kerabatnya, 

serta sampai berujung 

pada pertengkaran 

diantaranya. Penelitian 

sekarang mengkaji tentang 

penggabungan dua 

gugatan (Kumulasi 

Gugatan) antara Cerai 

Gugat dengan Hak Asuh 

Anak Hadanah yang 

dilimpahkan kepada sang 

ibu, mengingat anak dari 

Penggugat dan Tergugat 

masih berusia dini dan 

belum Mumayyiz dengan 

memberikan kelonggaran 
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kepada sang ayah untuk 

tetap menggunakan hak 

nya dengan menemui 

anaknya ketika ingin 

bertemu. 

2. Zainal Arifin, 

“Pelimpahan Hak Asuh 

Anak Akibat Sibuk 

Bekerja Dalam Tinjauan 

Hukum Islam dan 

Hukum Positif di 

Perumahan Bumi Tegal 

Besar Jember”. 

Sama-sama 

meneliti tentang 

Hak Asuh Anak 

Hadanah dalam 

pandangan 

hukum islam 

serta tinjauan 

hukum positif 

nya. 

Peneliti Terdahulu 

menggunakan jenis 

penelitian lapangan (field 

research), yaitu data 

primer yang dijadikan 

rujukan dalam penelitian 

tersebut adalah fakta-fakta 

yang terdapat di lapangan. 

Sedangkan peneliti 

sekarang menggunakan 

jenis penelitian penelitian 

hukum normatif atau 

yuridis normatif. Dimana 

Pada penelitian hukum 

normatif ditujukan pada 

peraturan-peraturan tertulis 

sehingga penelitian 

sekarang sangat erat 
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hubunganya dengan kajian 

pustaka, dikarenakan 

hukum normatif ini akan 

membutuhkan data-data 

yang bersifat sekunder 

pada perpustakaan. 

Peneliti terdahulu meneliti 

tentang faktor penyebab 

adanya pelimpahan hak 

asuh Anak akibat sibuk  

Bekerja. Yakni ada 

beberapa beberapa faktor 

yang melatar belakangi 

terjadinya pelimpahan hak 

asuh anak diantaranya 

mulai dari faktor ekonomi, 

faktor pendidikan, faktor  

sosial, dan lain-lain. 

sedangkan peneliti 

sekarang menganalisis 

adanya putusan pengadilan 

yang terjadi akibat 

perceraian yang termuat 
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dalam kumulasi gugatan 

terkait hak asuh anak.  

3. Mikhael Dipa Putra, 

“Hak Asuh Anak Akibat 

Dari Orang Tua Bercerai 

Dalam Perspektif Hukum 

Positif  (Studi 

Komparatif Antara 

Kompilasi Hukum Islam 

Dan Undang-undang No. 

23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak)”. 

Sama-sama 

meneliti tentang 

Hak Asuh Anak 

Hadanah akibat 

dari perceraian 

orang tua. 

 

 

    

Peneliti Terdahulu 

mengkomparasikan antara 

pandangan Kompilasi 

Hukum Islam terhadap 

pengasuhan anak akibat  

dari terjadinya perceraian 

orang tua dengan 

pandangan UU No. 23 

Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak 

Terhadap pengasuhan anak 

akibat dari terjadinya 

perceraian orang tuanya. 

Sedangkan Peneliti 

sekarang mengkaji 

mengenai Urgensi 

Hadanah Pasca Perceraian 

Menurut Pandangan 

Hukum Islam dan 

Tinjauan Psikologis Dalam 

Pelaksanaan Putusan 
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Nomor 

43/Pdt.G/2023/PA.Jr. 

 4. Cahya Fitri Annisa 

“Analisis Putusan Hakim 

Dalam Menjatuhkan Hak 

Asuh Anak Yang Masih 

Dibawah Umur Kepada 

Ayah Perspektif 

Maslahah Al-Thufi 

(Studi Putusan Nomor 

2018/PDT.G/2023/PA.K

AB.ML)” 

sama-sama jenis 

penelitian 

hukum normatif 

dengan 

menggunakan 

pendekatan 

kasus. dan 

bahan hukum 

yang digunakan 

merupakan 

bahan hukum 

primer dan 

bahan hukum 

sekunder.  

Pada penelitian terdahulu 

Majelis Hakim dalam 

memutus perkara 

menggunakan 

pertimbangan the best 

interest of the child yakni 

mengutamakan 

kepentingan anak, dan 

juga Majelis Hakim tidak 

hanya berpatokan pada 

Hukum normatif akan 

tetapi juga memperhatikan 

aspek lainnya seperti 

orang yang akan 

mengasuh anak tersebut. 

Kemudian jika 

dibandingkan terkait 

maslahah yang akan 

didapatkan oleh sang anak 

jika ia diasuh oleh ayah 

atau ibunya, maka sang 
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anak medapatkan maslahat 

yang lebih banyak jika 

diberikan kepada ayahnya. 

Sedangkan penelitian 

sekarang dalam putusan 

Nomor 

43/Pdt.G/2023/PA.Jr., 

Majelis Hakim 

mengabulkan gugatan 

penggugat yakni dengan 

menetapkan hadanah pada 

sang ibu. 

 

5. Khufazo Ilman Putra 

“Hadanah Akibat 

Perceraian Perspektif 

Fiqih 4 Mazhab dan 

Kompilasi Hukum 

Islam”. 

persamaan pada 

penelitian 

terdahulu 

dengan 

penelitian 

sekarang yakni 

menggunankan 

pendekatan 

kepustakaan. 

Data yang 

Perbedaan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti 

terdahulu dengan peneliti 

sekarang yakni, peneliti 

terdahulu mengkaji 

perbedaan dan persamaan 

hadanah menurut 

Kompilasi Hukum Islam 

dan fiqih Islam. 

Sedangkan peneliti 
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digunakan 

adalah data 

sekunder yang 

berasal dari 

buku, jurnal, 

majalah, surat 

kabar, dan 

bahan pustaka 

lainya. 

sekarang mengkaji 

pertimbangan hukum 

hakim dalam memutus 

perkara cerai gugat dan 

hadanah dalam pandangan 

hukum Islam. 

 

 

B. Kajian Teori 

1. Teori Tentang Perceraian  

a. Pengertian Perceraian 

Cerai merupakan putusnya hubungan perkawinan karena kehendak 

suami atau istri dan atau kehendak keduanya karena adanya ketidak 

rukunan, disebut juga dengan istilah (perceraian), yang bersumber dari 

tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami 

atau istri sebagai mana seharusnya menurut hukum perkawinan yang 

berlaku. Konkretnya, ketidak rukunan antara suami dan istri yang 

menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan 

dengan cara Perceraian. Antara lain pergaulan antara suami dan istri yang 

tidak saling menghormati, tidak saling menjaga kepercayaan diantara 

keduanya, keadaan rumah tangga yang tidak aman dan tenteram, serta 
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terjadi saling sengketa atau konflik dan pertentangan pendapat yang 

sangat besar.
11

 

Dalam hukum islam atau fikih, perceraian merupakan tarjamah dari 

kata talak. Secara etimologis talak berasal dari akar kata thallaqa yaitu 

hillu af qayyidi al irsat dan al tarqi atau fakka, yang semuanya 

mempunyai arti melepaskan ikatan. Secara terminologis, Syaikh Ibrahim 

al Badjuri mendefinisikan talak yaitu melepaskan ikatan perkawinan 

secara sukarela serta bersifat maknawi.
12

 Sayyid Abu Bakar Syatha 

dalam kitab I anah al-Thalibin mendefinisikan talak yaitu lepasnya ikatan 

perkawinan suami isteri dengan ucapan-ucapan yang mengindikasikan ke 

arah itu.
13

 Berdasarkan definisi dari dua ulama ahli hukum Islam klasik 

tersebut diatas dapat dipahami bahwa talak adalah lepasnya tali ikatan 

perkawinan yang disebabkan oleh adaya kehendak dari satu pihak 

mempelai atau kehendak dari kedua belah pihak mempelai suami dan 

isteri.
14

 

b. Jenis-jenis Perceraian 

Putusnya perkawinan tidak hanya terjadi karena perceraian yang 

dilakukan oleh suami, namun juga karena sebab-sebab lain seperti: 1) 

Talak Raj‟i, yakni talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri sebagai 

talak satu atau dua sidang pengadilan, dan suami diperbolehkan meruju‟ 

nya kembali jika masih dalam masa iddah, tanpa diharuskan akad  

                                                           
11

 Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., Hukum Perceraian (Rawamangun Jakarta 
Timur: Sinar Grafika, 2013) 6. 

12
 Al-Badjuri, 139. 

13
 al Dimyati, 2. 

14
 Imron, A. Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga, (2016). 
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kembali. 2) Talak Ba‟in, secara etimologi ba‟in adalah nyata, jelas, pisah 

atau jatuh, yaitu talak yang terjadi karena sang istri belum digauli oleh 

suami nya, atau karena adanya talak tertentu (tiga kali), dan atau karena 

adanya penerimaan talak tebus (khulu‟), meskipun ini masih 

diperselisihkan oleh fuqaha‟, apakah khul‟ ini tergolong talak atau 

fasakh. 3) Talak ba‟in yang dalam hal ini dibagi menjadi dua macam 

yakni: a. Ba‟in sugra yang merupakan talak yang menghilangkan hak-hak 

rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru 

(tajdid an-nikah) kepada bekas isterinya. b. Ba‟in kubra adalah suatu 

perceraian yang menghilangkan hak seorang suami untuk mengawini 

kembali istrinya, kecuali jika mantan istrinya telah menikah dengan laki-

laki lain dan dipersatukan sebagai suami istri secara sah atau biasa 

disebut sebagai muhallil. 

Khulu' berasal dari kata „khulu' al-saub‟ yang berarti menanggalkan 

atau mengganti pakaian, karena pakaian wanita adalah pakaian laki-laki 

dan sebaliknya. Khulu‟ adalah salah satu bentuk perceraian dalam Islam 

yang artinya putus atau batalnya akad nikah apabila isteri bersedia 

membayarkan uang ganti rugi atau iwad kepada suami atau uang 

pengganti melalui surat cerai, yang disebut juga di sebut sebagai cerai 

Gugat. Adapun Li'an, Li'an Secara etimologi berarti kutukan atau 

kesialan. adalah sumpah yang diucapkan oleh seorang suami ketika 

menuduh isterinya berzina, mengucapkan empat kali sumpah untuk 

menyatakan bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhan itu, 
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sumpah yang kelima adalah Sumpah itu disertai pernyataan siap dan 

terimalah dia. Jika tuduhan nya salah maka itu adalah kutukan. Jika 

seorang suami memaksakan suatu kewajiban kepada istrinya dan istrinya 

tidak mentaatinya, maka istri juga dapat bersumpah untuk melakukan 

kewajiban tersebut kepada suami nya. Contoh, “Aku bersumpah aku tidak 

akan bekerja jika aku kesal”.
15

 

c. Perceraian Dalam Hukum Islam 

Dengan menilik kemaslahatan dan ke mudorotannya hukum talak 

terbagi menjadi empat diantaranya: 

1) wajib, apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan 

sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah 

memandang perlu supaya keduanya bercerai. 

2) Sunnah, apabila sang suami tidak sanggup lagi membayar dan 

mencukupi kewajibanya (nafaqahnya) atau sang istri tidak dapat 

menjaga kehormatan dirinya. 

3) Haram, pertama, menjatuhkan talak sewaktu istrinya dalam 

keadaan haid. Kedua, menjatukan talak sewaktu suci yang telah 

diacampurinya dalam waktu suci itu. Rasulullah SAW bersabda: 

ثَ نَا عَبْدُ اللَِّّ بْنُ إِدْريِسَ عَنْ عُبَ يْدِ اللَِّّ عَنْ نََفِعٍ عَنْ  ثَ نَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْ بَةَ حَدَّ حَدَّ
ُ  ابْنِ عُمَرَ قاَلَ طلََّقْتُ امْرَأَتِ وَىِيَ حَائِضٌ  فَذكََرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

                                                           
15

 Aulana, M. S., Rangga, C., Rakha, A., Nugrahimsyah, D. H., & Rofiq, N., Perceraian Di 

Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku. Tashdiq: Jurnal Kajian Agama 

dan Dakwah, 4 (1), (2024), 21-31.  
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عَلَيْوِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ مُرْهُ فَ لْيُ راَجِعْهَا حَتََّّ تَطْهُرَ ثَُُّ تََِيضَ ثَُُّ تَطْهُرَ ثَُُّ إِنْ شَاءَ طلََّقَهَا 
ةُ الَّ  تِِ أمََرَ اللَُّّ قَ بْلَ أَنْ يَُُامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ أمَْسَكَهَا فإَِن َّهَا الْعِدَّ  

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Abu Bakar bin Abu 

Syaibah) berkata, telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin 

Idris) dari (Ubaidullah) dari (Nafi') dari (Ibnu Umar) ia berkata, 

"Aku telah mencerai isteriku padahal ia sedang haid." Lalu Umar 

menceritakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam, beliau lalu bersabda: "Perintahkanlah ia untuk 

merujuknya hingga kembali suci, kemudian haid, kemudian suci, 

kemudian mencerainya sebelum ia mensetubuhinya kembali, atau 

tetap menahannya sebagai isteri jika ia mau, itulah iddah yang 

Allah telah perintahkan”.
16

 

 

4) Makruh, yaitu hukum talak yang telah tersebut diatas.
17

 

Kalimat yang dipakai untuk perceraian ada dua macam yakni: 

1) Sarih (terang). Yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu lagi bahwa 

yang dimaksud adalah memutuskan perkawinan. Seperti kata sang 

suami "engkau tertalak" atau "saya ceraikan engkau". Kalimat 

yang sarih (terang) ini tidak perlu dengan niat. Berati apabila 

dikatakan oleh suami, baik dengan niat maupun tidak maka 

keduanya terus bercerai, asal perkataannya itu bukan berupa 

hikayat. 2) Kinayah (sindiran), yaitu kalimat yang masih ragu-ragu, 

boleh di artikan untuk perceraian nikah atau yang lain, seperti kata 

suami "pulanglah engkau kerumah keluargamu" atau " pergilah 

dari sini" dan lain sebagainya. Kalimat sindiran ini bergantung 

pada niatnya, artinya jikalau tidak diniatkan untuk perceraian nikah 

                                                           
16

 Hadits Ibnu Majah, Nomor 2009. 
17

 H. Sulaiman Rasjid, FIQH ISLAM, (Sinar Baru Algensindo Bandung, 2012). 402.  
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tidaklah jatuh talak. Kalau diniatkan untuk menjatuhkan talak 

barulah menjadi hukum talak.
18

 

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: 

1) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, 

penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah 

atau karena hal lain diluar kemampuannya. 

3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun hukuman 

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 

yang membahayakan pihak lain. 

5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan 

akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami 

istri. 

6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga. 

7) Suami melanggar taklik talak. 

8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidak rukunan dalam rumah tangga.
19

 

 

                                                           
18

 H. Sulaiman Rasjid, FIQH ISLAM, (Sinar Baru Algensindo Bandung, 2012). 403.  
19

 Presiden RI, Inpres No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116. 
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d. Perceraian Dalam Undang-Undang 

Perceraian dalam hukum positif meliiputi 2 macam, yakni: 

1) Cerai talak, menurut undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

peradilan agama dalam pasal 66 adalah seorang suami yang 

beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan 

permohonan kepada pengadilan agama untuk mengadakan sidang, 

guna menyaksikan ikrar talak.
20

  

2) Cerai gugat, menurut undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama dalam pasal 73 adalah gugatan perceraian yang 

diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah 

hukumnya meliputi tempat keadilan penggugat, kecuali apabila 

penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama 

tanpa izin tergugat.
21

 

Perceraian yang telah terjadi tak mungkin tidak menimbulkan 

akibat bagi yang bersangkutan. Undang-undang No. 1 tahun 1974 

tentang perkawinan menjelaskan akibat tersebut, yakni terdapat 

dalam pasal 41 yang berisi tiga poin, diantaranya yakni: mengenai 

kewajiban memelihara dan mendidik anak yang harus dilaksanakan 

oleh kedua orang tua, dan apabila terdapat perselisihan, pengadilan 

lah yang berhak memutuskan: semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan dibebankan kepada ayah (suami), apabila kenyataannya 

ayah tidak dapat menanggung, maka pengadilan memutuskan ibu 

                                                           
20

 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pasal 66. 
21

 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 73.  
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(istri) juga ikut serta menanggung biaya tersebut: dan bagi suami 

wajib memberikan biaya untuk istri yang sudah diceraikannya/ 

yang menceraikannya.
22

 Menyangkut kewajiban orang tua terhadap 

anak dimuat di dalam Bab X mulai pasal 45-49. 

1) Di dalam pasal 45 dinyatakan : (1) Kedua orang Tua wajib 

memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) 

Kewajiban orang tua yang yang dimaksud di dalam ayat (1) 

pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri 

sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan 

antara kedua orang tua putus. 

2) Pada pasal 46 dijelaskan : (1) Anak wajib menghormati orang 

tua dan menaati kehendak mereka yang baik. (2) Jika anak telah 

dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang 

tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu 

memerlukan bantuannya.  

3) Pasal 47 dileaskan : (1) Anak yang belum mencapai umur 18 

(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan 

perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan anak itu 

menghendakinya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut 

mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar 

Pengadilan. 

                                                           
22

 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, Pasal 41. 
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4) Pasal 48 dijelaskan : Orang tua tidak diperbolehkan 

memindahkan hak atau menggadaikan barangbarang tetap yang 

dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun 

atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila 

ada kepentingan anak itu menghendakinya. 

5) Pasal 49 dijelaskan : (1) Salah seorang atau kedua orang tua 

dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih 

untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, 

keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung 

yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan 

keputusan Pengadilan dalam hal-hal: Ia sangat melalaikannya 

terhadap anaknya, ia berkelakuan buruk sekali. (2) Meskipun 

orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap 

berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak 

tersebut.
23

 

Pasal-pasal di atas, jelas menyatakan kepentingan anak tetap 

di atas segalasegalanya. Terjemahnya semangat Undang-undang 

Perkawinan sebenarnya sangat berpihak kepada kepentigan dan 

masa depan anak. Hanya saja Undang-undang Perkawinan 

hanya menyentuh aspek tanggung jawab pemeliharaan yang 

masih bersifat material saja dan kurang memberi penekanan 

                                                           
23

 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, Pasal 45-49. 
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pada aspek pengasuhan non materialnya.
24

 Semangat 

pengasuhan material dan non material inilah yang akan 

dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam. 

2.  Teori Tentang Hadanah 

a. Definisi Pengasuhan Anak (Hadanah) 

Secara Etimologi Kata “pengasuhan” berasal dari bahasa Indonesia, 

yang merujuk pada kegiatan merawat, membesarkan, dan mendidik anak 

agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang dimaksud dengan kata 

“mendidik” di sini yakni menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal 

anak-anak yang belum dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri.
25

 

“Hadanah” berasal dari bahasa Arab, yang berarti pengasuhan atau 

perawatan anak. Sedangkan Pengasuhan anak (Hadanah) secara 

Terminologi merujuk pada proses pendidikan dan perawatan anak yang 

meliputi pemberian kebutuhan fisik, emosional, dan psikologis. 

Pengasuhan ini bertujuan untuk membimbing anak agar tumbuh dengan 

baik, menjadi individu yang sehat secara fisik dan mental, serta memiliki 

karakter yang baik. Pengasuhan ini dilakukan oleh orang tua atau 

pengasuh yang memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan dan 

mendidik anak sesuai dengan norma sosial dan agama.  

Menurut Rukayah Siti Hawa, pengasuhan anak adalah proses yang 

melibatkan perhatian, kasih sayang, perlindungan, serta pendidikan yang 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan mental 

                                                           
24

 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet.I; 

Jakarta: Kencana, 2004), 301. 
25

 H. Sulaiman Rasjid, FIQH ISLAM (Sinar Baru Algensindo Bandung, 2012), 426. 
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anak agar mereka dapat berkembang dengan baik. Pengasuhan yang baik 

melibatkan orang tua atau pengasuh dalam mendidik anak sesuai dengan 

tahap perkembangan mereka.
26

 Al-Qurtubi, seorang ahli tafsir klasik, 

mengartikan bahwa pengasuhan anak (Hadanah) sebagai kewajiban 

untuk merawat anak, terutama pada masa kecil, dengan memberikan 

perlindungan dan pendidikan. Pengasuhan ini melibatkan perawatan 

fisik, emosional, dan pendidikan agama, terutama oleh ibu yang 

merupakan seorang manager dalam rumah tangga atau sebagai figur 

utama dalam perawatan anak pada awal kehidupannya.
27

 

b. Syarat-syarat Pengasuhan Anak (Hadanah) 

Seorang Hadanah atau Hadhin yang menangani dan 

menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya 

kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu.  Jika 

syarat-syarat itu tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan 

menyelenggarakan hadanah. Adapun syarat-syaratnya diantaranya yakni:  

1. Baligh, yakni seseorang yang telah mencapai kedewasaan baik 

secara fisik maupun mental yang ditandai dengan tanda-tanda 

tertentu, sehingga ia dianggap sanggup untuk  bertanggung jawab 

secara hukum agama untuk menjalankan kewajiban-kewajiban 

ibadah dan moral. 

2. Berakal, orang lemah akal tidak akan dapat menyempurnakan hak 

hadanah. Ulama‟ Malikiyah mensyaratkan cerdas, tiada hadanah 
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bagi orang dungu lagi mubazir, Hanabilah mensyaratkan tidak 

berpenyakit sopak atau kusta yang harus di asingkan. 

3. Mampu merawat, dapat memelihara akhlak dan kesehatan tubuh 

sang anak. Orang yang udzur, sakit atau sibuk tidak berhak 

Hadanah. Adapun karyawati perusahaan atau pekerja yang 

pekerjaannya menghambat perawatan anak tidak berhak Hadanah, 

tetapi bila ia masih dapat menjaga dan mengurusi anak maka tidak 

gugur haknya. Pekerja di Mesir seperti dokter, karyawati dan 

semisalnya tidak di gugurkan gak Hadanah nya karena ada juga 

yang mampu mengurai anak, ada yang dengan pertolongan kerabat 

atau orang yang menggantikannya mengurusi anak. Orang buta 

juga dianggap lemah memegang Hadanah karena tidak mampu 

mewujudkan tujuan Hadanah.
28

 

4. Akhlak terpercaya, tiada Hadanah bagi orang yang tidak bisa 

dipercaya merawat dan membina akhlak anak, seperti orang fasik, 

pemabuk, pezina atau perbuatan haram lainya, namun menurut 

Ibnu Abidin ibu kandung yang fasik dan dapat merusak anak tetap 

berhak selama umur anak belum dapat memikirkan dan memahami 

sifat tercela ibunya tetapi jika si anak sudah berakal hak ibu 

dicabut. Ulama' malikiyah mensyaratkan tempat tinggal yang 

aman, tiada Hadanah orang yang rumah atau lingkungan sekitarnya 

penuh kefasikan, karena di khawatirkan merusak anak atau 
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hartanya dicuri dan dirampas. Menurut Muhyiddin Al-Nawawi, 

orang fasik tidak akan dapat menunaikan hak Hadanah dan akan 

menghambat perkembangan nya sehingga anak tidak akan bahagia 

bersamanya, sehingga tidak boleh di berikan kepadanya. 

5. Islam (dibahas tersendiri) 

6. Merdeka: Tiada hadanah bagi orang yang tidak merdeka. Hadanah 

tidak boleh diberikan kepada seorang sahaya, karena ia tidak akan 

sanggup melaksanakan sambil mengabdi kepada tuannya.
29

 

Adapun Syarat khusus bagi perempuan sebagai berikut : 

a) Tidak menikah lagi dengan orang lain, hal ini didasarkan pada 

hadits Nabi : 

، إِنَّ ابْنِِ ىَذَا كَانَ بَ  طْنِِ لَوُ وِعَاءً، وَثدَْيِي لَوُ سِقَاءً، وَحِجْريِ لَوُ يََ رَسُولَ اللَِّّ
اللهُ عَلَيْوِ  ، فَ قَالَ لََاَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى  حِوَاءً، وَإِنَّ أبََِهُ طلََّقَنِِ، وَأرَاَدَ أَنْ يَ نْ تَزعَِوُ مِنِِّ

 وَسَلَّمَ: أنَْتِ أَحَقُّ بِوِ مَا لََْ تَ نْكِحِي
Artinya: “Wahai Rasulullah, anak ini dulu pernah menjadikan 

perutku sebagai wadahnya, payudara ku sebagai sumber minumnya 

dan kamarku sebagai rumahnya. Kini ayahnya telah menceraikan 

ku dan ingin merampasnya dariku. Rasulullah SAW bersabda 

kepada wanita ini, kamu lebih berhak terhadapnya selama kamu 

belum menikah lagi”.
30

 

 

b) Si wanita ada pertalian darah dengan anak, seperti ibunya, saudari 

nya, neneknya. Tiada Hadanah bagi para putri paman dan bibi dari 

bapak, paman dan bibinya ibu karena bukan mahram, tetapi 
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menurut Hanafiah mereka berhak Hadanah jika si anak perempuan 

juga. 

c) Ia tidak menolak Hadanah meskipun tidak di upah sementara bapak 

tidak mampu mengupah, menurut Hanafiah bila ada kerabat wanita 

mau melakukan Hadanah secara cuma-cuma gugur hak yang 

mengharap upah. 

d) Rumah tempat Hadanah bukan rumah yang tidak disenangi/tidak 

disukai anak meskipun kerabatnya, karena akan menyiksa & 

merusak dirinya.
31

 

Sedangkan Syarat khusus bagi laki-laki adalah sebagai berikut : 

1) Mahram si anak, Hanafiah dan Hanabilah membatasi sampai usia 7 

tahun khawatir khalwat keduanya. Tiada Hadanah bagi putra 

paman dari bapak terhadap anak perempuan, Hanafiah 

membolehkan jika tidak ada Ashabah selain putra paman, 

diserahkan padanya dengan perintah Hakim jika ia dapat dipercaya 

dan tidak dikhawatirkan timbul fitnah. Begitu juga pendapat 

Hanabilah jika memang yang lain berudzur. Syafi'iyah 

membolehkan jika ada diawasi oleh anak perempuannya atau yang 

lain seperti saudarinya yang dapat dipercaya, jika ia tidak lagi 

bersama dalam perjalanannya maupun muqim diserahkan kepada 

saudarinya bukan kepada si lelaki. 
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2) Pemegang Hadanah, bapak atau yang lainya memiliki wanita yang 

baik dalam melakukan Hadanah, seperti istri, ibu, atau bibinya 

karena laki-laki tidak memiliki kemampuan dan kesabaran dalam 

mengurusi anak, berbeda dengan wanita. Menurut Malikiyah jika 

tidak ada ia tidak berhak Hadanah. Menurut Zakaria al-Anshary, 

orang bencong (khunsa) laki-laki tidak didahulukan atas laki-laki 

meskipun ia mengaku dengan sumpah bahwa ia perempuan. 

c. Hadanah Dalam Hukum Islam  

Tujuan hukum Islam hanyalah untuk mewujudkan kemaslahatan 

masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat, menolak kemadaratan dan 

kemafsadatan, serta untuk mewujudkan keadilan yang mutlak. Semua 

bagian hukum Islam, baik hukum yang dinaskan secara langsung ataupun 

hukum hasil ijtihad para ulama tetap diperhatikan pada tujuan yang luhur 

ini.
32

 Ketentuan hak asuh anak dalam islam telah diatur dalam Al-Qur‟an 

Surah Al-Baqarah, Ayat 233:  

تُ  لِده  ٓ  لَو الْمَوْلُوْدِ  وَعَلَى ٓ  يُ رْضِعْنَ اوَْلََدَىُنَّ حَوْلَيِْْ كَامِلَيِْْ لِمَنْ ارَاَدَ انَْ يُّتمَِّ الرَّضَاعَةَ وَالْوه
ُُ نَ فْسٌ اِلََّ وُسْعَهَالََ  ٓ  بِِلْمَعْرُوْفِ  وكَِسْوَتُ هُنَّ  رزِْقُ هُنَّ   بِوَلَدِىَا ٓ   وَالِدَةٌ  تُضَاۤرَّ  لََ  ٓ   تُكَلَّ
لِكَ  مِثْلُ  الْوَارِثِ  وَعَلَى ٓ  بِوَلَدِه ٓ  لَّو مَوْلُوْدٌ  وَلََ   مِّنْ هُمَا تَ راَضٍ  عَنْ  فِصَالًَ  ارَاَدَا فاَِنْ  ٓ  ذه

 اِذَا عَلَيْكُمْ  جُنَاحَ  فَلَ  اوَْلََدكَُمْ  آ  تَسْتَ رْضِعُوْ  انَْ  ارََدْتُّّْ  وَاِنْ  ٓ  عَلَيْهِمَا جُنَاحَ  فَلَ  وَتَشَاوُرٍ 
بَصِيْ رٌ  تَ عْمَلُوْنَ  بِاَ اللّهَّ  انََّ  آ  وَاعْلَمُوْ  اللّهَّ  وَات َّقُوا ٓ  بِِلْمَعْرُوْفِ  اهتَ يْ تمُْ  ٓ  مَّا سَلَّمْتمُْ   

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah 

menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. 

Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. 
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Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula 

ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu 

pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan 

persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas 

keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), 

tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara 

yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa 

sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
33

 

 

Menurut kalangan mazhab Hanafi hak asuh berturut-turut dialihkan 

dari ibu kepada: 

1. Ibunya ibu. 

2. Ibunya ayah. 

3. Saudara-saudara perempuan kandung. 

4. Saudara-saudara perempuan seibu. 

5. Saudara-saudara perempuan seayah. 

6. Anak perempuan dari saudara perempuan kandung. 

7. Anak perempuan dari saudara seibu. 

8. Demikian seterusnya hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayah.
34

 

Sedangkan menurut kalangan mazhab Maliki, hak asuh berturut-turut 

dialihkan dari ibu kepada: 

1. Ibunya ibu dan seterusnya ke atas. 

2. Saudara perempuan ibu sekandung. 

3. Saudara perempuan ibu seibu. 

4. Saudara perempuan nenek perempuan dari pihak ibu. 
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5. Saudara perempuan kakek dari pihak ibu. 

6. Saudara perempuan kakek dari pihak ayah. 

7. Ibu ibunya ayah. 

8. Ibu bapaknya ayah dan seterusnya. 

Menurut mazhab Syafi‟i, hak atas pengasuhan anak secara berturut-

turut yakni adalah : 

1. Ibu  

2. Ibunya ibu dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat itu 

mereka adalah pewaris-pewaris si anak. 

3. Ibu dari ibunya ayah dan seterusnya hingga ke atas dengan 

syarat mereka adalah pewaris-pewarisnya pula. 

4. Saudara-saudara perempuan kandung. 

5. Saudara-saudara perempuan seibu. 

6. Saudara-saudara perempuan seayah. 

7. Anak perempuan dari saudara perempuan kandung. 

8. Anak perempuan dari saudara seibu. 

9. Demikian seterusnya hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayah. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa 

mayoritas ulama sepakat bahwa kalangan perempuan lebih berhak 

menjalankannya dari pada kalangan laki-laki, karena mereka lebih dalam 

hal belas kasih, ketelatenan merawat, kesabaran dan lebih intens 

menjaganya, hanya saja masing-masing berbeda-beda menentukan 

urutan-urutan siapa yang lebih utama. 
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d. Hadanah Dalam Peraturan Perundang-Undangan 

Didalam buku II pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan 

Agama tentang pedoman beracara pada Pengadilan Agama dan 

Mahkamah Syar‟iah, dalam bab hukum keluarga tentang cerai gugat, 

angka (9) huruf (c) telah dijelaskan terkait Gugatan nafkah anak, nafkah 

istri, mut' ah, nafkah iddah agar dapat diajukan secara bersama-sama  

dengan cerai gugat, sedangkan  gugatan hadanah dan harta bersama 

suami istri sedapat mungkin diajukan terpisah dalam perkara lain.
35

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pemeliharaan anak 

atau hadanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak 

hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.
36

 Dalam hal terjadinya 

perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 

berumur 12 tahun adalah hak ibunya, Pemeliharaan anak yang sudah 

mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau 

ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya, biaya pemeliharaan 

ditanggung oleh ayahnya.
37

 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Pasal 45 dijelaskan bahwa Kedua orang tua wajib memelihara dan 

mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang 

dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau 

                                                           
35

 Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, “Buku II Pedoman Pelaksanaan dan 

Administrasi Peradilan Agama” (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), 153. 
36

 Presiden RI, Inpres No. 1 Tahun 1991, Ketentuan Umum Pasal 1 huruf (g). 
37

 Presiden RI, Inpres No. 1 Tahun 1991, Pasal 105.  



42 
 

 
 

dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun 

perkawinan antara kedua orang tua putus.
38

 

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum 

pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya 

selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili 

anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar 

Pengadilan. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau 

menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum 

berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan 

perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.
39

 

Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasannya 

terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas 

permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas 

dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, 

dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a) ia sangat melalaikan 

kewajibannya terhadap anaknya. b) ia berkelakuan buruk sekali. 

meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap 

berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.
40

 

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

disebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, 
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tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. Anak berhak mendapatkan kekuasaan orang 

tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan 

menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan 

sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya. hak anak adalah 

bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan 

dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan 

pemerintah daerah.
41

 

Selain itu dalam pasal 14 juga dijelaskan bahwa setiap anak berhak 

untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau 

aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi 

kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. 

Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak 

tetap mendapatkan hak untuk: 

1. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan 

kedua Orang tuanya. 

2. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan 

perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang 

tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. 

3. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan  
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4. memperoleh hak anak lainya.
42

 

Dalam perlindungan Konvensi Hak Anak juga mengatakan bahwa 

kedua orang tua bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan bagi 

anak dan pengembangan pertumbuhan bagi anaknya. Hal ini tercantum 

dalam pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa: “Orangtua atau orang 

lain yang bertanggung jawab untuk menjamin, dalam batas kemampuan 

dan kapasitas keuangan mereka, kondisi kehidupan yang perlu untuk 

pengembangan anak”.
43

 Sehingga pengasuhan anak menjadi dasar hukum 

yang wajib dilakukan bagi orang tuanya untuk mengasuh, merawat dan 

mendidik anak-anaknya, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam 

pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa: 

a) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 

1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. 

2) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, 

dan minatnya. 

3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. 

4) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti 

pada anak. 

b) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui 

keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan 

kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, 

yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
44

 

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan sebelumnya, kaitanya 

dengan perlindungan anak dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan 

perkembangan anak terdapat empat hal yang harus dan perlu diperhatikan 

diantaranya yakni: perkembangan fisik, mental, sosial, psikis dan 

spiritual. Oleh karena itu hak asasi inilah hak yang menjadi dasar bagi 

anak yang harus dilindungi, baik oleh pemerintah (Negara), masyarakat, 

keluarga dan orang tua. Sehingga untuk mengimplementasikan dan 

mewujudkan perkembangan anak bukan hanya merupakan kewajiban 

kemanusiaan sebagai realisasi hak asasi manusia, namun lebih dari itu 

merupakan kewajiban agama.
45

 

3. Teori Keadilan Hukum 

a. Keadilan Dalam Perspektif Hukum 

Secara historis perdebatan terkait keadilan yang muncul pada masa 

klasik berfokus pada aspek hasil distribusinya (keadilan distributif) yang 

bertolak dari tiga prinsip yaitu: kebutuhan atau need, kewajaran atau 

equity/fairness, kesetaraan atau equality/sameness, adapun pada masa 

pertengahan berfokus pada aspek prosedurnya (keadilan prosedural) yang 

aspeknya formal (dasar penentuan prosedur pembagian, misalnya aspek 
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yuridis) sedangkan abad kontemporer aspek prosedur non-formal (dibalik 

dasar penentuan prosedur pembagian, dengan mempertimbangkan 

konteks luas seperti aspek sosial, politik dll). Fokus-fokus ini juga yang 

kemudian mendorong teori-teori keadilan yang berkembang tidak 

merefleksikan seluruh konsepsi keadilan secara komperehensif 

sebagaimana kritik Lebackz kemudian. 

Perkembangan teori keadilan secara historis tersebut, dapat dipetakan 

dalam tiga aliran besar, yaitu aliran virtue ethics merupakan aliran etika 

yang fokus pada manusianya, bukan tindakannya, virtue ethics bertolak 

dari manusia yang utama tokohnya seperti Thomas Aquinas yang 

kemudian gagasannya ia sampaikan melalui bukunya berjudul Summa 

Theologica, Aristoteles melalui Nicomachean Ethics, Plato melalui 

Republic, Immanuel Kant melalui Metaphysical Elements of Justice. 

Aliran utilitarianism bertolak dari hasil kemanfaatan suatu tindakan 

tokohnya seperti Jhon Stuart Mill melalui Utilitarianism, Hume melalui 

An Enquiry Concerning the Principles of Morals dan aliran 

libertarianisme bertolak dari aspek kebebasan suatu tindakan tokohnya 

seperti Jhon Rawls melalui A Theory of Justice, Robert Nozick melalui 

Anarchy State and Utopia.
46

 

 Hukum pada umumnya mempunyai tiga tujuan pokok, yakni: 

keadilan, kepastian, dan kebergunaan atau kemanfaatan. Keadilan 

memiliki arti yang sepadan dengan keseimbangan, kepatutan, dan 
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kewajaran. Kepastian memiliki arti yang berkait dengan ketertiban, 

keteraturan, keamanan, dan ketentraman. Sedangkan kebergunaan atau 

kemanfaatan memiliki arti tentang harapan bahwa semua nilai-nilai 

tersebut akan mewujudkan kebahagiaan dan kedamaian hidup bersama. 

Hukum yang tertinggi dalam tingkatannya dalam suatu negara adalah 

konstitusi. Konstitusi yang dibuat di Negara Indonesia juga mempunyai 

tujuan tertinggi tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan bernegara 

sebagaimana yang diinginkan oleh para pendiri negara (the founding 

fathers) atau perumus undang-undang (the framers of the constitution). 

Pengertian keadilan dalam pembahasan hukum memiliki sejarah 

pemikiran yang panjang. Setidaknya keadilan menurut sifatnya memiliki 

dua arti pokok, yakni formal dan materil. 

Keadilan formal menuntut pemberlakuan hukum  secara umum, 

sedangkan keadilan materil menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai 

dengan cita-cita keadilan masyarakat. Dalam perkembangannya, 

pemikiran keadilan menjadi semakin luas dengan pendekatan yang 

berbeda-beda yang melibatkan tema-tema moral, politik, dan teori hukum 

yang ada. Oleh karenanya, keadilan memiliki pengertian yang tidak 

tunggal.
47

 

b. Keadilan Dalam Perspektif Psikolog 

Keadilan akan membawa dampak positif secara psikologis, sebaliknya 

ketidakadilan akan menimbulkan reaksi psikologis negatif (rasa senang, 
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rasa bersalah, dan marah). Jika ada pihak yang tidak mendapatkan 

haknya, maka biasanya ada pihak yang diuntungkan. Mereka ini dapat 

mengalami masalah psikologis. Namun demikian reaksi psikologis akibat 

dari ketidakadilan tersebut tidak selamanya muncul dalam bentuk 

perilaku negatif atau destruktif. 

Secara umum, keadilan menggambarkan situasi sosial  dimana norma-

norma tentang hak dan kelayakan dipenuhi. Nilai dasar keadilan adalah 

martabat manusia sehingga prinsip dasar keadilan adalah penghargaan 

atas martabat dan hak-hak yang melekat padanya. Pada akhirnya 

pemahaman makna keadilan yang hanya menekankan pada distribusi 

yang adil dirasakan tidak lengkap. Selanjutnya, kajian psikologi tentang 

keadilan juga diarahkan untuk keadilan prosedural dan keadilan 

interaksional. 

1. Keadilan Prosedural 

Keadilan prosedural adalah bentuk prosedur dan proses sosial yang 

spesifik sesuai substansinya. Apabila ada komponen dan aturan yang 

ada pada prosedur dipenuhi maka suatu prosedur dapat dikatakan adil. 

2. Keadilan Distributif 

Keadilan distributif adalah keadilan yang berkaitan dengan 

distribusi fungsi-fungsi atau peran diantara anggota masyarakat. 

Keadilan distributif adalah berkaitan dengan distribusi keadaan dan 

barang baik dalam bentuk pemberian, pembagian, penyaluran, 

penempatan, dan pertukaran yang akan berpengaruh terhadap 
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kesejahteraan individu. Kesejahteraan ini terdiri dari aspek fisik, 

psikologis, ekonomi, dan sosial. 

Obyek yang didistribusikan meliputi sumber daya, keuntungan, 

ongkos, biaya, dan risiko. Sebagian orang berpendapat bahwa 

hukuman termasuk bagian dari keadilan distributive karena bertujuan 

untuk mencapai kesejahteraan bersama. Namun sebagian yang lain 

menggolongkannya sebagai keadilan korektif (corrective Justice). 

Keadilan atau ketidakadilan distributif dapat dilihat pada tiga 

tingkatan, yakni nilai-nilai, peraturan, dan implementasi peraturan.
48

 

c. Hakikat Keadilan 

Keadilan merupakan dambaan yang diinginkan manusia dalam 

memenuhi keinginan dalam hidupnya. Keadilan memiliki kontribusi bagi 

manusia untuk hidup layak sebagai manusia ciptaan Tuhan. Dengan 

keadilan, manusia memiliki persamaan dengan manusia lain. Persamaan 

tersebut adalah persamaan pemenuhan hidup sebagai manusia yang wajib 

dihargai. Secara konkrit, keadilan pada dasarnya memberikan 

keseimbangan bagi manusia agar terpenuhinya taraf hidup yang sama 

dengan manusia lain untuk hidup saling berdampingan dan saling 

membutuhkan. Manusia diciptakan untuk hidup secara sosial bersama-

sama hidup saling berdampingan dan saling tolong menolong dengan 

sesama manusia lain. Sikap dan kondisi hidup berdampingan tersebut 

membutuhkan apa yang di sebut dengan keadilan. 
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Pada dasarnya keadilan merupakan hak mutlak manusia yang 

diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mencapai kehidupan yang 

layak sebagai manusia. Muncul pertanyaan jika keadilan tidak dapat 

direalisasikan ke dalam masyarakat, tentunya pemenuhan kehidupan 

yang layak tidak akan pernah diperoleh manusia dalam kehidupan 

bermasyarakat. Hakikat keadilan itu sendiri muncul karena adanya 

kehidupan manusia yang saling bergantung dengan manusia lainnya. 

Hakikat yang ada menunjukkan bahwa keadilan merupakan dasar untuk 

memenuhi bentuk kelayakan kehidupan manusia. 

Di dalam keadilan tentunya memiliki nilai yang berharga bagi 

kelangsungan umat manusia terutama bangsa Indonesia yang mengadopsi 

nilai-nilai Pancasila. Nilai digali dari norma kebiasaan yang ada di dalam 

kehidupan bermasyarakat sehingga muncul nilai-nilai keadilan agar 

terpenuhinya keseimbangan bagi kehidupan umat manusia. Adil 

merupakan nilai positif yang memberikan keseimbangan bagi manusia 

dalam menjalani kehidupan sosialnya. Sikap adil digunakan oleh manusia 

agar terjadi keseimbangan antara manusia yang satu dengan manusia 

yang lainnya. Pelaksanaan sikap adil tersebut memunculkan sesuatu yang 

disebut dengan keadilan. 

Secara fungsi, keadilan memiliki fungsi keseimbangan. Keseimbangan 

inilah yang berfungsi untuk mencipatakan keseimbangan di dalam 

kehidupan bermasyarakat sehingga tercapainya kehidupan masyarakat 

yang adil dan makmur. Fungsi keadilan sendiri sangat berperan dalam 
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terpenuhinya masyarakat yang adil. Masyarakat yang adil adalah 

masyarakat yang terpenuhi kebutuhan sosial secara adil, adil dalam arti 

seimbang dalam kebutuhan sosial dengan manusia yang lainnya. 

Kata adil memberikan makna yang sangat dalam sekali. Adil bagi 

sebagian orang bisa diterima akan tetapi bagi sebagian orang lain belum 

tentu bisa diterima. Penerapan adil kepada masyarakat inilah yang 

mungkin sulit diwujudkan karena kita memang tidak hidup di dunia yang 

adil. Adil jika dapat diwujudkan maka itulah yang disebut dengan 

keadilan. Pemenuhan sesuatu yang adil kepada masyarakat itulah yang 

disebut keadilan. Relefansi keadilan dengan pemenuhan sesuatu yang 

adil menimbulkan pertarungan keputusan guna menentukan antara adil 

dan tidak adil. Jika keputusan bersifat adil maka itulah yang disebut 

dengan keadilan, jika keputusan bersifat tidak adil maka itulah yang 

disebut dengan ketidakadilan.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis 

normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan 

hukum yang bersifat normatif, seperti peraturan perundang-undangan, putusan 

pengadilan, doktrin, dan teori-teori hukum. 

Pada penelitian hukum normatif ditujukan pada peraturan-peraturan 

tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubunganya dengan kajian pustaka, 

dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat 

sekunder pada perpustakaan. Penelitian hukum normatif mempunyai cakupan 

yang sangat luas, karena suatu penelitian hukum yang tertulis dikaji pula dari 

berbagai aspek, seperti aspek teori, filosofi, perbandingan struktur atau 

komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal, 

formalitas dan kekuatan mengikatkan suatu Undang-Undang.
50

 

B. Pendekatan Penelitian 

Menurut guru besar Ilmu Hukum fakultas hukum Universitas Airlangga 

Surabaya, Mahmud Peter Marzuki, penelitian hukum adalah kegiatan know-

how  dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-

how, penelitian hukum berguna untuk memecahkan isu yang dihadapi. 

Penelitipun harus memiliki kemampuan mengidentifikasi masalah hukum, 
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melakukan penalaran hukum, dan menganalisis masala serta memberi solusi 

atas masalah.  

Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan penelitian, yang 

pertama yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), 

pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua 

perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan 

hukum yang akan diteliti. Pendekatan yang kedua yakni adalah pendekatan 

kasus atau disebut juga dengan case approach, pendekatan kasus dilakukan 

dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu 

yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap (inkracht).
51

 Putusan pengadilan disini adalah putusan 

pengadilan tentang penetapan hak asuh anak pasca perceraian dalam putusan 

Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr. 

C. Bahan Hukum 

Bahan hukum penelitian ini terdiri dari dua macam, yakni bahan hukum 

primer dan sekunder. 

a. Bahan hukum primer, merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan 

oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Bahan hukum primer 

disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki up to date. 

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni: 

1. Al-qur‟an dan Hadits. 
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2. putusan pengadilan agama Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang 

penetapan hadanah pasca perceraian. 

3. Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

4. Kompilasi Hukum Islam. 

b. Bahan hukum sekunder, ialah sumber data penelitian yang diperoleh peniliti 

secara tidak langsung. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber 

seperti buku, kitab-kitab, laporan, jurnal dan semua informasi lainya yang 

berkaitan tentang ketentuan hak asuh anak (hadanah), baik yang 

dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Bahan hukum sekunder juga 

bisa di definisikan sebagai sumber data yang mendukung proyek penelitian, 

yang mendukung data primer, yang melengkapi data primer, atau ada juga 

yang menyebutnya sama dengan data derivatif.
52

 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah karya-karya tulis 

ilmiah yang kaitanya dengan penelitian ini baik buku-buku tentang hukum 

termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, laporan terdahulu, jurnal, 

ataupun artikel dari internet, majalah dan surat kabar yang memuat bahan 

hukum terkait tentang hak asuh anak (Hadanah). 

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan 

dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library reasearch), yaitu 

pengumpulan bahan hukum dengan berbagai bahan kepustakaan serta 

peraturan yang relevan dengan ketentuan. Dalam penelitian hukum normatif, 
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teknik pengumpulan bahan hukum mencakup studi kepustakaan yang memiliki 

keterlibatan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan 

hukum dilakukan dengan membaca isu-isu hukum yang hendak diteliti, baik 

melalui buku maupun sumber bacaan online di internet. 

E. Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum merupakan suatu proses dalam sebuah penelitian 

yang melibatkan kajian mendalam terhadap hasil pengolahan bahan hukum 

yang telah dikumpulkan, dengan menggunakan teori-teori yang ada untuk 

memahami serta untuk menafsirkan bahan hukum tersebut. Teknik analisis 

yang digunakan peneliti melibatkan pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan kasus, dengan tujuan agar bahan hukum yang digunakan relevan 

dengan isu yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan yakni berasal dari 

Putusan Pengadilan Agama Jember, serta berasal dari bahan hukum lainya 

yang berkaitan dengan putusan hadanah. Selanjutnya bahan hukum tersebut 

dianalisis kemudian membuat kesimpulan dengan tujuan untuk memberikan 

jawaban atas persoalan yang diteliti.
53

 

F. Tahapan-tahapan Penelitian 

Untuk menghasilkan penelitian hukum yang efektif dan efisien, 

diperlukan proses penelitian yang terstruktur dan teratur. Berikut tahapan-

tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti:
54
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1) Pertama peneliti akan memilah-milah bahan yang telah dikumpulkan 

dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah 

memilih bahan hukum peneliti kemudian merangkum mana saja 

yang memiliki hubungan dengan putusan hakim di Pengadilan 

Agama Kabupaten Jember Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr yang 

berkaitan dengan putusan hadanah. 

2) Tahap kedua yakni mengklasifikasikan bahan hukum yang telah 

terkumpul atau dilakukan pengelompokan bahan sesuai dengan 

kebutuhan. Hal ini merupakan suatu proses agar data yang telah 

dikumpulkan mudah untuk dipahami, sehingga dapat memberikan 

informasi yang objektif dengan kebutuhan peneliti. Bahabahan-

bahan tersebut seperti kajian teori yang ada kaitanya dengan putusan 

hakim Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr. tentang putusan hadanah pasca 

perceraian. 

3) Ketiga yakni tahap dimana peneliti memverifikasi dan menelaah data 

apakah data-data yang telah dikumpulkan sudah benar dan sesuai 

dengan bahan hukum yang hendak di teliti. 

4) Setelah data-data yang dikumpulkan oleh peneliti sudah valid, maka 

selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap data-data yang 

sudah dikumpulkan dalam perspektif hukum Islam. 

5) Dalam tahap terakhir yakni pada tahap proses pengelolahan data. 

Dalam tahapan ini adalah bagian kesimpulan dari langkah yang telah 

dilakukan sebelumnya. Yang mana pada kesimpulan inilah yang 



57 
 

 
 

menjadi bagian data akhir dalam sebuah penelitian. Dalam tahapan 

ini juga berisi ringkasan-ringkasan dari penyajian kajian teori serta 

jawaban rumusan masalah yang ada dalam penelitian. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

1. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Dan 

Hadanah Dalam Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr 

Berikut ini merupakan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Jember 

mengenai perkara gugatan perceraian Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr: 

1. Duduk Perkara 

Dalam putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr disebutkan bahwa 

penggugat telah mengajukan gugatan perceraian pada tanggal 02 Januari 

2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan 

nomor registrasi perkara 43/Pdt.G/2023/PA.Jr, Putusan ini mengemukakan 

hal-hal sebagai berikut diantaranya:
55

 

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan 

secara sah menurut agama Islam pada tanggal 21 November 2010, 

dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Rambipuji, Kabupaten Jember pada kutipan akta nikah Nomor 

369/68/X1I/2010, pada tanggal 22 November 2010. 

b. Setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat berlangsung, 

keduanya membangun rumah tangga bersama selama 12 tahun dan 

telah berhubungan selayaknya sebagai seorang suami istri (ba’da 

dhukul). 
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c. Selama masa pernikahanya penggugat dan tergugat telah dikaruniai 

2 buah hati: 

1) Vega Putri Fiandra Lahir di Jember pada tanggal 22 Agustus 

2011 (umur 11 tahun) 

2) Mauza Banyu Biru Lahir di Jember pada tanggal 03 Maret 

2018 (umur 4 tahun) 

d. Penggugat berusia 33 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di 

Kabupaten Jember yang bekerja sebagai karyawan sedangkan 

Tergugat berusia 41 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di 

Kabupaten Jember yang juga bekerja sebagai karyawan. 

e. Adanya perceraian ini diakibatkan karena permasalahan ekonomi, 

tergugat dalam memberikan uang belanja kepada penggugat tidak 

cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

f. Dalam hal pemberian uang belanja tidak dapat mencukupi kebutuhan 

rumah tangga, hal ini disebabkan karena sering dipakai untuk 

keperluan pribadi oleh tergugat. 

g. Untuk menyikapi hal tersebut penggugat telah sering memberi saran 

terhadap tergugat untuk mencari tambahan penghasilan demi 

kecukupan rumah tangganya, akan tetapi tergugat selalu marah-

marah. 

h. Dari adanya pertengkaran tersebut tergugat cerita kepada 

keluarganya, sehingga kakak tergugat seringkali ikut campur 
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terhadap rumah tangga penggugat dan tergugat. Tak hanya itu saat 

tergugat marah, tergugat tidak segan-segan membanting barang di 

depan anak-anak mereka. 

i. Dengan sifat tempramental tergugat, penggugat khawatir jika hak 

asuh anak berada dalam pengasuhan tergugat maka meminta 

terhadap majelis hakim yang memeriksa perkara untuk memberikan 

hak asuh anak terhadap penggugat. 

2. Proses Pemeriksaan 

a. Berdasarkan hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir 

dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan tergugat tidak 

datang untuk menghadap, bahkan tidak memerintahkan orang lain 

untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, walaupun telah dipanggil 

secara patut oleh Pengadilan.
56

 

b. Dalam persidangan majelis hakim berusaha untuk menasehati 

penggugat agar supaya mau hidup rukun kembali dengan tergugat 

namun masih belum berhasil. 

c. Selanjutnya dibacakan gugatan penggugat dan isi serta tujuanya 

tetap dipertahankan oleh penggugat. 

d. Dalam hal menguatkan dalil gugatanya penggugat juga mengajukan 

alat bukti tertulis berupa fotokopi KTP, KK, kutipan akta nikah yang 
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telah dikeluarkan oleh KUA Nomor 639/68/XI/2010, Kutipan Akta 

Kelahiran kedua anak. 

3. Pertimbangan Hukum Hakim 

Berikut ini yakni alasan yang menjadi pertimbangan hukum hakim pada 

putusan gugatan perceraian dalam perkara Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr, 

diantaranya sebagai berikut:
57

 

a. Menimbang bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Jember, di 

wilayah Pengadilan Agama Jember yang berwenang memeriksa 

perkara ini berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989. 

b. Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan 

sah, sehingga diputus secara verstek. 

c. Menimbang bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan, 

tapi tidak berhasil. 

d. Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sah sebagai suami istri 

dan telah memiliki dua anak: 

- Anak I lahir 22 Agustus 2011 (11 tahun). 

- Anak II lahir 3 Maret 2018 (4 tahun). 

e. Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dan 

Hak Asuh Anak, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-

hal sebagai berikut: 
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Tentang Perceraian 

a. Menimbang bahwa Penggugat menggugat cerai karena masalah 

ekonomi, karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah 

tangga. 

b. Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak menanggapi 

gugatan, maka dianggap mengakui dalil-dalil gugatan. 

c. Menimbang bahwa dua saksi mendukung dalil Penggugat. 

d. Menimbang bahwa Sejak bulan Agustus 2022, suami istri telah 

hidup terpisah. 

e. Menimbang bahwa keduanya telah tidak ada harapan lagi untuk 

rujuk, sehingga rumah tangga dianggap retak secara permanen. 

f. Menimbang bahwa tujuan pernikahan sebagaimana termaktub dalam 

Al-Qur‟an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 

Jo. pasal 3 KHI yakni untuk menciptakan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika tidak tercapai maka 

perceraian dianggap sebagai solusi terbaik. 

g. Menimbang bahwa menurut hukum Islam, perceraian dibolehkan 

jika rumah tangga sudah tidak harmonis dan membahayakan. sesuai 

dengan yang tercantum dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 

248: 

ذىب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار 
الزوج بها إضرارا لَ يستطاع معو دوام العشرة بيْ إمثالَما, مثل : ضربها او سبها, أو 
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اىها على المنكر من القول إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذى لَ يطاق, أو إكر 
أو الفعل. فإذا ثبتت دعواىا لدى القاضي ببيئة الزوجة أو إعتاف الزوج, و كان 
الإيذاء مما لَ يطاق معو دوام العشرة بيْ أمثالَا و عجز القاضي عن الإصلح 
 بينهما طلقها طلقة بِئنة
Artinya: “Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan 

gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya 

telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi 

melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya 

suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak 

tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar baik 

tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan, bila dakwaan tersebut 

telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri 

telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta 

hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak 

menjatuhkan talak satu bain suami”.  

Dan juga dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 : 

 فاءن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباتو بِلبيئة 

Artinya: “Apabila ia tergugat enggan untuk hadir atau 

bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka 

perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada 

pembuktian”.   

 

h. Menimbang bahwa gugatan tersebut dianggap telah mempunyai 

alasan yang cukup sesuai dengan UU. 

Tentang Hak Asuh Anak 

a. Menimbang bahwa penggugat meminta hak asuh atas kedua 

anaknya. 

b. Menimbang bahwa anak merupakan amanah dan titipan dari Allah 

SWT yang harus dijaga serta dilindungi oleh orang tua demi 
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keselamatan dunia dan akhirat. Sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 

45 ayat (1) KHI. 

c. Menimbang bahwa meskipun telah bercerai, kedua orang tua wajib 

menjaga anak. Hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 

Tahun 2002 tentang perlindungan anak. 

d. Menimbang bahwa anak yang belum 12 tahun umumnya diasuh oleh 

ibu, kecuali ibu tidak layak untuk mengasuh. Yang telah diatur 

dalam Pasal 105 Ayat (1) KHI. 

e. Menimbang bahwa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 

UU No. 23 Tahun 2002 yang telah di ubah dengan UU No. 35 Tahun 

2014 tentang perlindungan anak, bahwa ketika orang tua, wali atau 

pengasuh   anak   melakukan segala  bentuk perlakuan diskriminasi, 

eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, serta perlakuan 

salah lainya maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. 

f. Menimbang bahwa berdasarkan buku II edisi revisi 2013 halaman 

156 huruf (b) berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 

tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak 

cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan 

menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual 

dan agama sianak”. 

g. Menimbang bahwa dalam pemeriksaan tergugat tidak hadir, maka 

hak asuh anak diberikan kepada ibu. 
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h. Menimbang bahwa penggugat wajib memberi akses kepada tergugat 

untuk bertemu dengan anak. 

i. Menimbang bahwa jika penggugat menghalangi tergugat bertemu 

anak, hak asuh bisa dicabut. 

j. Menimbang bahwa biaya perkara dibebankan kepada penggugat. 

Gugatan perceraian dalam perkara Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr ini 

diajukan oleh pasangan suami istri yang mulanya telah melangsungkan 

perkawinan, keduanya hidup bersama dan telah berhubungan layaknya suami 

istri. Cerai gugat di Indonesia merujuk pada perceraian yang diajukan oleh istri 

terhadap suami di pengadilan. Dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989 

tentang Peradilan Agama dalam pasal 73 disebutkan bahwa gugatan perceraian 

yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah 

hukumnya meliputi tempat keadilan penggugat, kecuali apabila penggugat 

dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
58

 

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga 

menjelaskan akibat dari putusanya ikatan perkawinan, yakni terdapat dalam 

pasal 41 yang berisi atas tiga poin, diantaranya yakni: mengenai kewajiban 

memelihara dan mendidik anak yang harus dilaksanakan oleh kedua orang tua, 

dan apabila terdapat perselisihan, pengadilan lah yang berhak memutuskan: 

semua biaya pemeliharaan dan pendidikan dibebankan kepada ayah (suami), 

apabila kenyataannya ayah tidak dapat menanggung, maka pengadilan 
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memutuskan ibu (istri) juga ikut serta menanggung biaya tersebut: dan bagi 

suami wajib memberikan biaya untuk istri yang sudah diceraikannya/ yang 

menceraikannya.
59

  Menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak pasca 

perceraian hal  ini termuat di dalam Bab X mulai pasal 45-49, diantaranya 

yakni: 

a) pasal 45 menyatakan : (1) Kedua orang Tua wajib memelihara dan 

mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua 

yang yang dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu 

kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus 

meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.  

b) pasal 46 menjelaskan : (1) Anak wajib menghormati orang tua dan 

menaati kehendak mereka dengan baik. (2) Jika anak telah dewasa, ia 

wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga 

dalam garis lurus ke atas, bila mana mereka memerlukan bantuannya.  

c) Pasal 47 menjelaskan : (1) Anak yang belum mencapai umur 18 

(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, 

kecuali apabila ada kepentingan anak itu menghendakinya. (2) Orang 

tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam 

dan di luar Pengadilan. 

d) Pasal 48 menjelaskan : Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan 

hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya 
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yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah 

melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan anak itu 

untuk menghendakinya. 

e) Pasal 49 menjelaskan : (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat 

dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu 

tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis 

lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang 

berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: Ia sangat 

melalaikannya terhadap anaknya, ia berkelakuan buruk sekali. (2) 

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap 

berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan terhadap anak 

tersebut.
60

  

Pasal-pasal di atas, jelas menyatakan bahwa kepentingan anak tetap di 

atas segala-galanya. Terjemahan semangat Undang-undang Perkawinan 

sebenarnya sangat berpihak terhadap kepentigan dan masa depan anak. Hanya 

saja Undang-undang Perkawinan hanya menyentuh dalam aspek tanggung 

jawab pemeliharaan yang masih bersifat material saja namun kurang memberi 

penekanan pada aspek pengasuhan non materialnya.
61

 Semangat pengasuhan 

material dan non material inilah yang nantinya akan dipertegas oleh Kompilasi 

Hukum Islam. 
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Salah satu motif atau alasan perceraian yang kerap terjadi ialah 

sebagaimana perkara dalam putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr. Masalah 

yang paling dominan dalam rumah tangga tersebut adalah perihal ekonomi. 

Tergugat dianggap telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami 

dan kepala keluarga yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri dan 

kedua anaknya. sehingga sang istri selaku penggugat bertekat untuk melakukan 

gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Jember. Dari adanya hal 

tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa dari banyaknya kasus perceraian yang 

ada di pengadilan Agama diantaranya yang kerap sering terjadi yakni masalah 

ekonomi.  

Akan tetapi dari adanya hal tersebut walaupun perceraian bukanlah hal 

yang menjadi jalan satu-satunya bagi para pasangan yang sedang memiliki 

problematika dalam rumah tangganya, namun ketika langkah lain yang diambil 

demi keutuhan rumah tangga dianggap nihil, maka perceraian adalah menjadi 

alternatif paling akhir, bukan alternatif pertama. Begitu pula hukum Islam 

memandang, ketika sorang suami melakukan pembangkangan (nusyuz) 

walaupun hal ini terasa berat bagi sang istri, akan tetapi upaya perdamaian 

antara suami dan istri merupakan sebuah langkah yang sangat disukai oleh 

Allah SWT. Hal ini telah diejelaskan didalam Qur‟an Surat An-Nisa ayat 128:  

 يُّصْلِحَا انَْ  ٓ  احَ عَلَيْهِمَاجُنَ  فَلَ  اِعْراَضًا اوَْ  نُشُوْزاً بَ عْلِهَا ٓ  وَاِنِ امْراَةٌَ خَافَتْ مِنْ 
 وَتَ ت َّقُوْا تَُْسِنُ وْا وَاِنْ  ٓ  الشُّحَّ  الَْنَْ فُسُ  وَاحُْضِرَتِ  ٓ  خَيْ رٌ  وَالصُّلْحُ  ٓ  صُلْحًا بَ يْ نَ هُمَا
خَبِيْ راً تَ عْمَلُوْنَ  بِاَ كَانَ  اللّهَّ  فاَِنَّ   
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Artinya: Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz 

atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan 

perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi 

mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika 

kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan 

sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa 

yang kamu kerjakan. 

Ayat ini memberikan peringatan untuk istri, bahwa saat suami mulai 

meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami, maka istri tidak boleh 

terburu-buru untuk menggugat cerai suaminya. Justru Allah SWT sangat suka 

terhadap keduanya jika memilih jalur damai dengan cara yang baik.
62

 selain itu 

untuk menyikapi ketika adanya pertengkaran (syiqaq) dalam rumah tangga 

juga dijelaskan dalam Qur‟an Surat An- Nisa‟ ayat 35:  

 يُّريِْدَآ اِنْ  ٓ  اىَْلِهَا مِّنْ  وَحَكَمًا ٓ  وَاِنْ خِفْتمُْ شِقَاقَ بَ يْنِهِمَا فاَبْ عَثُ وْا حَكَمًا مِّنْ اىَْلِو
خَبِيْ راً عَلِيْمًا كَانَ  اللّهَّ  اِنَّ  ٓ  بَ يْ نَ هُمَا اللّهُّ  ي ُّوَفِّقِ  اِصْلَحًا  

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di 

antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-

laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika 

keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya 

Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha teliti.
63

 

Dalam Ayat ini memberikan afirmasi, bahwa permasalahan antara 

suami istri jangan sampai membuat keduanya langsung memilih jalan untuk 

bercerai. namun ada perintah agar keduanya untuk mengutus seorang juru 
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damai dari masing-masing keluarga agar terjadi perdamaian dan bisa kembali 

utuh sebagai suami istri. 

Maka disinilah pentingnya Pengadilan Agama dan para mediatornya 

seyogyanya memastikan apa yang telah dijelaskan dalam Al-Qur‟an agar bisa 

dijalankan untuk menyelesaikan problematika dalam perkara rumah tangga. 

serta dapat memposisikanya sebagai penengah dan melihat setiap perkara 

secara objektif, karena hal ini merupakan tugas dan kewenangan dari Pengailan 

Agama yang telah dijelaskan didalam Buku II Pedoman Pelaksanaan dan 

Administrasi Peradilan Agama pada angka 3 huruf (a) untuk memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang 

yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, 

wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.
64

 

Dari adanya putusan diatas, diketahui bahwa perkawinan antara 

penggugat dan tergugat merupakan perkawinan yang sah dan telah dicatatkan 

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember 

dengan kutipan akta nikah Nomor: 639/68/XII/2010 pada tanggal 22 

November 2010. saat rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan selama 12 

tahun, yang pada akhirnya terjadi syiqaq karena unsur penyebapnya masalah 

ekonomi. Sehingga penggugat membulatkan tekat untuk melakukan gugatan 

perceraian kepada Pengadilan Agama Jember, tak hanya itu penggugat juga 
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mengkumulasikangugatan hak asuh anak agar hak asuh anak jatuh pada 

pengasuhan penggugat. 

Dalam hal memeriksa dan memutuskan perkara yang ada, seorang 

hakim harus mengedepankan nilai-nilai sosiologis agar pertimbangan hukum 

yang dipakai dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, hakim perlu 

mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat agar 

nantinya putusan yang dikeluarkan dapat memenuhi rasa keadilan, dan 

mengandung unsur kemaslahatan. Hal ini selaras dengan tujuan yang terdapat 

dalam hukum Islam, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, baik 

di dunia maupun di akhirat, menolak kemadaratan dan kemafsadatan, serta 

untuk mewujudkan keadilan yang mutlak.
65

 

Dalam unsur keadilan hukum, sebenarnya suatu putusan yang dianggap 

adil seringkali sulit dirasa adil oleh masing-masing pihak yang sedang 

berperkara, karena keadilan yang dirasa adil oleh salah satu pihak belum tentu 

dirasakan sebagai suatu keadilan oleh pihak lain. Pada dasarnya, sikap adil 

merupakan suatu prinsip yang menekankan pada perlakuan yang setara, tidak 

memihak, dan berlandaskan kebenaran serta peraturan-peraturan yang berlaku. 

Pada putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr, hakim telah mengeluarkan suatu 

putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat 

dari pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian pada perkara 
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Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr. yang mana pada perkara tersebut penggugat 

mengkumulasikan antara gugatan perceraian dan gugatan hadanah. 

Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan seluruhnya gugatan 

penggugat dianggap tidak mengandung suatu unsur keadilan, karena  dalam 

buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama, 

prosedur pengajuan perceraian dan hadanah di pengadilan agama diatur dalam 

prosedur cerai gugat dalam huruf (c) yang berbunyi “Gugatan nafkah anak, 

nafkah istri, mut'ah, nafkah iddah dapat diajukan bersama-sama  dengan cerai 

gugat, sedangkan gugatan hadanah dan harta bersama suami istri sedapat 

mungkin diajukan terpisah dalam perkara lain”, akan tetapi perkara tersebut 

tetap diperiksa oleh majelis hakim dan diputus secara verstek tanpa kehadiran 

tergugat.  

Karena dalam hal ketidakhadiran tergugat dalam persidangan bisa jadi 

merelakan adanya gugatan perceraian terhadapnya namun tidak disangka-

sangka bahwa didalam gugatan tersebut terdapat penggabungan (kumulasi) 

gugatan antara gugatan perceraian dan gugatan hadanah. Sehingga dengan 

ketidak kehadiran tergugat dalam persidangan, tergugat tidak dapat 

mempertahanakan hak-hak nya untuk mendapatkan hak asuh anak. Hal ini 

sesuai dengan yang di sebutkan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 

pasal 5 ayat (1) bahwa seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan 

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
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masyarakat.
66

 Serta penjelasan dari Pasal 173 HIR dan Pasal 178 RBg (atau 

Pasal 192 KUHPerdata) mengatur tentang putusan hakim dalam perkara 

perdata, yang memberikan pilihan bahwa hakim dapat mengabulkan sebagian, 

mengabulkan seluruhnya dan menolak gugatan pada suatu perkara. 

2. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr Tentang Hadanah Pasca Perceraian 

Dalam Pandangan Hukum Islam.  

Hadanah merupakan proses perawatan anak yang melibatkan perhatian, 

kasih sayang, perlindungan, serta pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan mental anak agar mereka dapat 

berkembang dengan baik. Pengasuhan yang baik melibatkan orang tua atau 

pengasuh dalam mendidik anak sesuai dengan tahap perkembangan mereka.
67

  

Hadanah dalam Islam menitik beratkan pada kepentingan dan kesejahteraan 

anak, bukan semata-mata hak orang tua, Pelaksanaan hadanah pasca perceraian 

dalam pandangan hukum Islam merupakan isu penting karena menyangkut hak 

dan kewajiban orang tua terhadap anak. 

Hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak pada Putusan Nomor 

43/Pdt.G/2023/PA.Jr, dapat dinilai telah relevan dan proporsional, baik dari 

aspek hukum, moral, maupun perlindungan terhadap hak anak. Pertimbangan 

pertama mengenai permintaan hak asuh oleh penggugat merupakan landasan 

prosedural yang sah secara hukum, karena menunjukkan bahwa penggugat 

menggunakan haknya melalui jalur hukum. Selanjutnya, hakim 
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 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  48  Tahun  2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman Pasal 5 Ayat (1). 
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 Siti Hawa, Rukayah. Pendidikan Anak dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Kencana, 2006).  
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mempertimbangkan bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT 

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam 

(KHI). Pertimbangan ini tidak hanya mencerminkan nilai religius, tetapi juga 

menegaskan tanggung jawab spiritual dan moral orang tua terhadap anak. Hal 

ini diperkuat oleh rujukan kepada Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa meskipun terjadi 

perceraian, kedua orang tua tetap wajib melindungi, memelihara, dan mendidik 

anak. 

Lebih lanjut, hakim mengacu pada Pasal 105 ayat (1) KHI yang 

mengatur bahwa anak di bawah usia 12 tahun secara umum diasuh oleh ibu, 

kecuali jikalau sang ibu terbukti tidak layak. Ini menunjukkan bahwa hakim 

mempertimbangkan kaidah hukum materil yang berlaku serta memperhatikan 

kepentingan terbaik anak (the best interest of the child). Di samping itu, hakim 

juga mengantisipasi kemungkinan adanya pelanggaran hak anak oleh orang 

tua, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 juncto UU 

No. 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa orang tua atau pengasuh yang 

melakukan kekerasan, diskriminasi, penelantaran, atau eksploitasi terhadap 

anak akan dikenakan pemberatan hukuman. Hal ini mencerminkan kehati-

hatian hakim dalam memastikan bahwa hak asuh tidak disalahgunakan dan 

anak tetap terlindungi secara utuh. 

Pertimbangan atas rujukan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 

huruf (b) juga menegaskan bahwa apabila ibu terbukti tidak cakap, 
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mengabaikan, atau memiliki perilaku buruk yang mengancam tumbuh 

kembang anak secara jasmani, rohani, intelektual, dan spiritual, maka hak asuh 

dapat dialihkan kepada ayah. Dengan demikian, putusan ini masih memberikan 

ruang terbuka untuk evaluasi sesuai dengan perkembangan fakta yang terdapat 

di lapangan. Dalam perkara ini, karena tergugat tidak hadir di persidangan, 

maka hak asuh diberikan kepada ibu. Putusan ini sesuai dengan prinsip 

pemeriksaan in absentia dan tetap mengacu pada ketentuan normatif Pasal 105 

KHI. 

selain itu Al-Qur‟an dan Hadits juga memberikan legitimasi terkait hal-

hal tentang hadanah, yakni dalam Al-Qur‟an Surah Al-Baqarah, Ayat 233:  

تُ يُ رْضِعْنَ اوَْلََدَىُنَّ حَوْلَيِْْ كَ  لِده  ٓ  لَو الْمَوْلُوْدِ  وَعَلَ  ٓ  امِلَيِْْ لِمَنْ ارَاَدَ انَْ يُّتمَِّ الرَّضَاعَةَ وَالْوه
ُُ نَ فْسٌ اِلََّ وُسْعَهَالََ  ٓ  بِِلْمَعْرُوْفِ  وكَِسْوَتُ هُنَّ  رزِْقُ هُنَّ   وَلََ  بِوَلَدِىَا ٓ   وَالِدَةٌ  تُضَاۤرَّ  لََ  ٓ   تُكَلَّ
لِكَ  مِثْلُ  الْوَارِثِ  وَعَلَى ٓ  بِوَلَدِه ٓ  لَّو مَوْلُوْدٌ   فَلَ  وَتَشَاوُرٍ  مِّنْ هُمَا تَ راَضٍ  عَنْ  فِصَالًَ  ارَاَدَا فاَِنْ  ٓ  ذه
 اهتَ يْ تمُْ  ٓ  مَّا سَلَّمْتمُْ  اِذَا عَلَيْكُمْ  جُنَاحَ  فَلَ  اوَْلََدكَُمْ  آ  تَسْتَ رْضِعُوْ  انَْ  ارََدْتُّّْ  وَاِنْ  ٓ  عَلَيْهِمَا جُنَاحَ 

بَصِيْ  تَ عْمَلُوْنَ  بِاَ اللّهَّ  انََّ  آ  وَاعْلَمُوْ  اللّهَّ  وَات َّقُوا ٓ  بِِلْمَعْرُوْفِ                                 

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah 

menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. 

Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. 

Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula 

ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. 

Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan 

persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas 

keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), 

tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara 



76 
 

 

 

 
 
 

 

yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa 

sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
68

 

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa mengenai kewajiban 

memelihara dan mendidik anak yakni harus dilaksanakan oleh kedua orang tua. 

Adapun hal-hal ketika terjadi syiqaq diantara kedua orang tua hingga berujung 

pada perceraian, hal ini di jelaskan dalam hadits Nabi: 

، إِنَّ ابْنِِ ىَذَا كَانَ بَطْنِِ لَوُ وِعَاءً، وَثدَْيِي لَوُ سِقَاءً، وَحِجْريِ لَوُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَ  بَِهُ يََ رَسُولَ اللَِّّ
اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: أنَْتِ أَحَقُّ بوِِ مَا لََْ  طلََّقَنِِ، وَأرَاَدَ  ، فَ قَالَ لََاَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى  أَنْ يَ نْ تَزعَِوُ مِنِِّ
 تَ نْكِحِي

Artinya: “Wahai Rasulullah, anak ini dulu pernah menjadikan perutku 

sebagai wadahnya, payudara ku sebagai sumber minumnya dan kamarku 

sebagai rumahnya. Kini ayahnya telah menceraikan ku dan ingin 

merampasnya dariku. Rasulullah SAW bersabda kepada wanita ini, kamu 

lebih berhak terhadapnya selama kamu belum menikah lagi”.
69

 

 

Hadits ini memberikan penjelasan bahwa ketika terjadi perceraian 

dalam rumah tangga, dalam masalah pengasuhan anak (yang masih kecil)  

maka ibulah yang lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh anak selama sang 

ibu setelah masa iddah selesai dalam keadaan belum menikah lagi dengan laki-

laki lain, namun ketika sang ibu telah menikah lagi dengan laki-laki lain 

dengan demikian maka hak pengasuhanya menjadi gugur. 

Hakim juga secara bijak menyeimbangkan kepentingan kedua belah 

pihak dengan mewajibkan penggugat untuk memberi akses kepada tergugat 

untuk bertemu anak. Ini mencerminkan prinsip bahwa anak berhak untuk 
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mengenal dan menjalin hubungan dengan kedua orang tuanya, meskipun ikatan 

rumah tangga orang tuanya terputus. Bahkan, sebagai bentuk perlindungan 

tambahan, hakim menyatakan bahwa jika penggugat menghalangi akses 

tersebut, maka hak asuh dapat dicabut. Ini adalah bentuk pengawasan terhadap 

pelaksanaan hak asuh, agar tidak disalahgunakan menjadi sarana balas dendam 

atau dominasi sepihak. Terakhir, pembebanan biaya perkara kepada penggugat 

merupakan konsekuensi logis dari posisi penggugat sebagai pihak yang 

mengajukan perkara, sesuai ketentuan hukum yang ada. 

Islam telah mengatur sedemikian rupa untuk mengantisipasi 

kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi akibat persengketaan dalam 

masalah hadanah. Sengketa yang berawal dari perebutan anak akan berpotensi 

menimbulkan terputusnya hubungan silaturahmi dan memiliki dampak 

psikologi pada diri seorang anak. Secara keseluruhan, bahwa hakim dalam 

memutuskan hak asuh ini telah mencerminkan pendekatan yang menyeluruh, 

baik dari sisi hukum Islam, hukum nasional, hak anak, hingga prinsip kasih 

sayang dalam keluarga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

pertimbangan-pertimbangan tersebut telah relevan sesuai dengan normatif 

hukum yang berlaku. 

Dari sini dapat dipahami bahwa Islam telah mengatur mengenai 

masalah hadanah secara komprehensif. Syari‟at Islam menetapkan ketentuan 

hak asuh ini tidak lain adalah untuk mengasihi, menjaga, memelihara, 

melindungi serta memberikan kebaikan bagi anak-anak yang orang tuanya 
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memiliki problematika hingga berujung pada perceraian, yang tentu saja akan 

mempengaruhi kondisi mental dan psikologis anak itu sendiri. oleh karena itu, 

adanya hukum ini bertujuan untuk  menjamin serta melindungi anak dan hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendorong anak 

untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan mereka secara optimal, 

sehingga nantinya akan menjadi individu yang mandiri dan berprestasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari adanya rumusan masalah yang telah dileliti dan dipaparkan dalam 

bab sebelumnya, maka telah diperoleh jawaban untuk menjawab rumusan 

masalah dan disimpulkan sebagai berikut:  

1. Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara gugatan perceraian sekaligus 

hak asuh anak pada putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr, dianggap tidak 

mengandung suatu unsur keadilan, karena  dalam buku II pedoman 

pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama, prosedur pengajuan 

perceraian dan hadanah di pengadilan agama diatur dalam prosedur cerai 

gugat dalam huruf (c) yang berbunyi “Gugatan nafkah anak, nafkah istri, 

mut'ah, nafkah iddah dapat diajukan bersama-sama  dengan cerai gugat, 

sedangkan gugatan hadanah dan harta bersama suami istri sedapat mungkin 

diajukan terpisah dalam perkara lain”, akan tetapi perkara tersebut tetap 

diperiksa oleh majelis hakim dan diputus secara verstek tanpa kehadiran 

tergugat.    

Maka jika ditinjau dari unsur keadilan, putusan tersebut dianggap tidak 

memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang sedang berperkara. karena 

dalam hal memeriksa dan memutuskan perkara yang ada, seorang hakim 

hakim tidak hanya berlandaskan pada ketentuan normatif hukum positif  

saja namun harus mengedepankan nilai-nilai sosiologis agar pertimbangan 

hukum yang dipakai dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. hal ini sesuai
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dengan apa yang telah disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang terdapat dalam pasal 5 

ayat (1), bahwa seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami 

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

2. Hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak pada Putusan Nomor 

43/Pdt.G/2023/PA.Jr, dapat dinilai telah relevan dan proporsional, baik dari 

aspek hukum, moral, maupun perlindungan terhadap hak anak. 

Pertimbangan mengenai permintaan hak asuh oleh penggugat merupakan 

landasan prosedural yang sah secara hukum, karena menunjukkan bahwa 

penggugat menggunakan haknya melalui jalur hukum. Selanjutnya, hakim 

mempertimbangkan bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT 

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (1) KHI. Pertimbangan ini 

tidak hanya mencerminkan nilai religius, tetapi juga menegaskan tanggung 

jawab spiritual dan moral orang tua terhadap anak. Hal ini diperkuat oleh 

rujukan kepada Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa meskipun terjadi perceraian, 

kedua orang tua tetap wajib melindungi, memelihara, dan mendidik anak. 

Maka secara keseluruhan, bahwa hakim dalam memutuskan hak asuh 

anak ini telah mencerminkan pendekatan yang menyeluruh, baik dari sisi 

hukum Islam, hukum nasional, hak anak, hingga prinsip kasih sayang dalam 

keluarga demi kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut telah relevan 

sesuai dengan normatif hukum yang berlaku. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dijabarkan, dalam 

skripsi ini peneliti merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:  

1. Majelis hakim untuk dapat lebih bijaksana serta menggali lebih mendalam 

dalam memeriksa dan memutus perkara yang ada, serta memperhatikan 

kemaslahatan bagi pihak-pihak yang sedang berperkara khususnya dalam 

masalah hak asuh anak. Memastikan bahwa keputusan yang diambil bukan 

hanya berdasarkan hukum semata namun juga dengan mempertimbangkan 

kondisi sosial dalam masyarakat. 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai 

hak asuh anak pasca perceraian dan kendala yang terdapat di lapangan, baik 

dari aspek yuridis maupun sosial, untuk melengkapi temuan-temuan dalam 

penelitian ini. 
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P U T U S A N 

Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

                                   PENGADILAN AGAMA JEMBER  

               Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama 

telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara: 

PENGGUGAT, NIK: 3509134807890005, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan 

karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi 

kuasa kepada Yamini, S.H dan Fitriyah Fajarwati, S.H, pekerjaan 

Advokat yang beralamat di Perum Royal City Cluster Broadway No. 63 

Kaliwates Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 

05 Desember 2022, Penggugat; 

MELAWAN 

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di 

Kabupaten Jember,  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut ; 

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; 

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi; 

DUDUK PERKARA 

           Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2023 yang 

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 

43/Pdt.G/2023/PA.Jr telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan 

alasan alasan sebagai berikut: 

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menikah pada tanggal 21 

November 2010, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ; 

639/68/X1I/2010 pada tanggal 22 November 2010.  

2. Bahwa setelah pernikahan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup 

bersama sebagai suami istri selama 12 tahun dan telah berhubungan 

selayaknya sebagai suami istri (ba’da dhukul) dan terakhir memilih tempat 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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kediaman bersama di Perumahan Pesona Wirolegi Blok F9, Kecamatan 

Sumbersari, Kabupaten Jember.  

3. Bahwa dalam pernikahan keduanya mempunyai 2 orang anak yaitu: 1) ANAK 

I, lahir di Jember 22 Agustus 2011, umur 11 tahun, 2) ANAK II, lahir di Jember, 

3 Maret 2018, umur 4 tahun ; 

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan 

dengan baik, akan tetapi sejak sekira awal bulan Juli 2022 yang lalu, rumah 

tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi 

pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi, Uang 

belanja yang diberikan oleh TERGUGAT tidak mencukupi untuk kebutuhan 

sehari.hari. Untuk menyiasatinya, PENGGUGAT kemudian sebagai karyawan 

swasta. Namun kondisi ekonomi tidak membaik karena kemudian TERGUGAT 

melalaikan tanggungjawabnya sebagai seorang suami dan kepala keluarga 

yang harus memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. PENGGUGAT lah yang 

memenuhi kebutuhan. Bahkan tidak sata PENGGUGAT yang harus memenuhi 

kebutuhan rumah tangga, TERGUGAT juga sering kali meminta uang kepada 

PENGGUGAT dengan dalih meminjam dan akan diganti saat gajian. Sehingga 

uang yang seharusnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga 

semakin berkurang karena dipakai oleh TERGUGAT untuk kebutuhan pribadi 

5. Bahwa PENGGUGAT telah seringkali memberi saran kepada TERGUGAT 

untuk mencari tambahan penghasilan TERGUGAT namun TERGUGAT selalu 

marah-marah.  

6. Bahwa alih alih mencari tambahan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, 

TERGUGAT justry mengadukan permasalahan rumah tangga kepada keluarga 

TERGUGAT. Akibatnya, kakak TERGUGAT seringkali mencampuri rumah 

tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT. Kakak TERGUGAT sering mengirim 

pesan whatsapp bahkan mendatangi PENGGUGAT dan memarahi 

PENGGUGAT atas permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dan 

TERGUGAT. Hal ini membuat PENGGUGAT semakin tertekan. PENGGUGAT 

tidak saja harus memikirkan pemenuhan kebutuhan rumah tangga namun juga 

harus menghadapi tekanan tekanan kakak ipar;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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7. Kondisi rumah tangga keduanya semakin hari tak juga membaik justru 

pertengkaran semakin kerap terjadi. Puncaknya sekira pada tanggal 17 

Agustus 2022, kakak TERGUGAT mendatangi rumah PENGGUGAT dan 

menyudutkan PENGGUGAT, Sikap ikut campur kakak TERGUGAT ini 

membuat PENGGUGAT semakin tertekan dan akhirnya memilih untuk 

berpisah dengan TERGUGAT. sekira padan tanggal 20 Agustus 2022, 

PENGGUGAT kembali ke rumah orang tua PENGGUGAT di Dusun Paseban 

01 RT/RW : 004/001, Kel/Desa ; Rowotamtu, Kec. Rambipuji , Kab Jember ;  

Sedangkan TERGUGAT kembali ke rumah orang tua di Perum Jember Permai 

III Blok H-11, Kec. Sumbersari, Kab. Jember.  

8. Bahwa sejak bulan Oktober 2022 hingga saat gugatan ini diajukan, 

TERGUGAT tidak memberikan nafkah lagi kepada PENGGUGAT.  

9. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan 

jalan / cara bermusyawarah atau bicara dengan TERGUGAT sccara baik-baik 

tetapi tidak berhasil;  

10. Bahwa ketika TERGUGAT marah, TERGUGAT tidak segan-segan 

membanting barang, dan dilihat oleh anak-anak sehingga dengan sifat 

temperamental TERGUGAT membuat PENGGUGAT khawatir akan 

berdampak negatif apabila anak berada dalam pengasuhan TERGUGAT. Oleh 

karenanya PENGGUGAT mohon kepada majelis hakim untuk memberikan hak 

asuh anak kepada PENGGUGAT.  

11. Bahwa kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT saat ini masih berumur 11 

tahun dan 4 tahun masih memerlukan perhatian dari PENGGUGAT (belum 

mumayiz) dan selama ini PENGGUGAT yang memenuhi kebutuhan kedua 

anak sehingga sudah seharusnya anak-anak a quo berada dalam pengasuhan 

ibunya yaitu PENGGUGAT; 

12. Bahwa PENGGUGAT sebagai ibu tidak akan mengurangi hak TERGUGAT 

sebagai ayah untuk melimpahkan kasih sayang kepada anak-anak jika hak 

asuh jatuh kepada PENGGUGAT sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis 

Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dan menetapkan hak asuh anak 

kepada PENGGUGAT,  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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13. Bahwa sampai gugatan ini diajukan, rumah tangga antara PENGGUGAT dan 

TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahannkan dan diharapkan hidup rukun 

kembali.  

14. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975, yang pada pokoknya disebutkan bahwa:” Perceraian dapat terjadi 

karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan bahagia”’.  

15. Bahwa selain sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam 

TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga 

sehingga dengan demikian gugatan cera yang diajukan oleh PENGGUGAT 

telah memenuhi alasan pererceraian yang diperkenankan menurut aturan 

serta undang-undang yang berlaku.  

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan yang PENGGUGAT urai diatas, maka 

mohon kepada Ketua Pengadilan cq Majelis Pemeriksa perkara untuk 

menjatuhkan putusannya sebagai berikut:  

PRIMAIR :  

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT;;  

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughraa dari TERGUGAT TERGUGAT 

terhadap PENGGUGAT SITI PENGGUGAT;  

3. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak yaitu: 1) ANAK I, lahir di 

Jember 22 Agustus 2011, (umur 11 tahun) 2) ANAK II, lahir di Jember, 3 

Maret 2018, (umur 4 tahun) diberikan kepada PENGGUGAT  

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku  

SUBSIDAIR  

Atau, apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang 

seadiladilnya (ex aequo et bono );  

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat 

didampingi Kuasanya, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan 

tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun 

telah dipanggil secara patut;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun 

kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan 

Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;   

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat 

mengajukan alat bukti tertulis berupa : 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan 

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tanggal 

12 Maret 2018 (P.1); 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan 

Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Nomor 639/68/XI/2010 tanggal 22 

Nopember 2010 (P.2); 

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tanggal 02 Maret 

2019 (P.3); 

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vega Putri Fiandra yang 

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Jember Tanggal 05 Maret 2011 (P.4); 

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mauza Banyu Biru yang 

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Jember Tanggal 02 Maret 2011 (P.5); 

 Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak 

menyatakan tidak keberatan; 

         Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu : 

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal 

di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember 

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : 

 Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Ibu Kandung Penggugat; 

 Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di 

rumah bersama dan mempunyai 2 anak bernama ANAK I, (umur 11 tahun) dan 

ANAK II (umur 4 tahun); 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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 Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

harmonis lagi dan penyebab percekcokan mereka itu karena masalah ekonomi, 

uang belanja dari Tergugat tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari 

sehingga Penggugat harus bekerja sendiri,; 

 Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama sejak Agustus 

2022  dan sekarang Penggugat berada dirumah orangtua Penggugat ; 

 Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya 

suami istri;  

 Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina 

rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya 

untuk bercerai dengan Tergugat;  

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, 

bertempat tinggal di Kabupaten Jember 

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : 

 Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Bibi Penggugat; 

 Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di 

rumah bersama dan mempunyai 2 anak bernama ANAK I, (umur 11 tahun) dan 

ANAK II (umur 4 tahun); 

 Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

harmonis lagi dan penyebab percekcokan mereka itu karena masalah ekonomi, 

uang belanja dari Tergugat tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari 

sehingga Penggugat harus bekerja sendiri; 

 Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama sejak Agustus 

2022  dan sekarang Penggugat berada dirumah orangtua Penggugat ; 

 Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya 

suami istri;  

 Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina 

rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya 

untuk bercerai dengan Tergugat;  

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada 

pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;  

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal 

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan 

bagian tak terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

 Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti 

diuraikan tersebut di atas;  

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat 

bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan 

Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah 

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember 

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo; 

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil 

secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu 

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak 

hadir;   

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat 

agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;      

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 telah terbukti bahwa 

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;  

Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa Penggugat 

dan Tergugat adalah telah memiliki anak kandung bernama ANAK I, lahir di 

Jember, tanggal 22 Agustus 2011, (umur 11 tahun); 

Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti P.5, telah terbukti bahwa Penggugat 

dan Tergugat adalah telah memiliki anak kandung bernama ANAK II, lahir di 

Jember, 03 Maret 2018, (umur 4 tahun); 

        Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatannya Penggugat telah 

mengajukan gugatan cerai dan Hak Asuh Anak, oleh karena itu Majelis Hakim 

akan mempertimbangkan sebagai berikut : 
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Tentang Perceraian 

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada 

pokoknya adalah bahwa setelah hidup bersama rumah tangga di antara 

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan 

karena masalah ekonomi, uang belanja dari Tergugat tidak cukup memenuhi 

kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat harus bekerja sendiri,; 

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan 

dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, 

dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap; 

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari 

keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap 

fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;  

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut 

sampai dengan tahap akhir persidangan, selama sejak bulan Agustus tahun 2022, 

telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai 

suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan 

pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus; 

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil 

menasehati Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat 

menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah 

menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan 

akan hidup rukun dalam rumah tangga; 

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqon gholidhon 

mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam al Qur’an 

surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 

3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;  

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa 

perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai 

pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya 
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kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian 

penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah 

perceraian;  

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian 

merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah 

tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling 

membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, 

maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum 

dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :  

 

 Artinya: “Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai 

kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya 

menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan 

suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau 

menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya 

berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; 

bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan 

suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah 

tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim 

berhak menjatuhkan talak satu bain suami”. 

 

 

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 : 

 

Artinya: “Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak 

diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan 

berdasarkan pada pembuktian”. 
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan 

Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi 

pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan 

dengan verstek; 

 

Tentang Hak Asuh Anak 

           Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan gugatan hak 

hadlonah terhadap dua anak perempuan yang masing-masing bernama ANAK I, 

lahir di Jember, tanggal 22 Agustus 2011, (umur 11 tahun) dan  ANAK II, lahir di 

Jember, 03 Maret 2018, (umur 4 tahun); 

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil – dalil Penggugat serta bukti – bukti 

yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai 

berikut ; 

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan 

tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat 

dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah 

dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak 

mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun 

jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan 

anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap 

keselamatan anaknya dunia-akherat dan melindungi mereka dari hal-hal yang 

tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 :  

ا يَ ا اًا ا يَ يَ نْ ذِ ينُ نْ ينُ نْ ا يَ يَ نُ  ا نُ  ا يَ نْ نُ يَ   يَ ا يَ يُّ يَ ا الَّ ذِ ييَ

Artinya  : “ Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka” ; 

Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua 

hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar 

mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan 

berakhlaqul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat 
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senang   hati   kedua   orang   tuanya,   manakala  anak tersebut berbakti kepada 

mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat 

membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti 

kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk 

memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya (vide 

Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);  

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang  No. 23  

Tahun  2002    tentang  Perlindungan  Anak   adalah   segala  kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang  ini untuk 

melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan 

meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan 

terhadap pilihan anak harus melihat untuk kmaslahatan anak tersebut yang dalam 

hal ini bukan hanya kmaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan 

akhiratnya ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua 

orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk 

memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan 

demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan 

Tergugat) ;  

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa 

pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, 

selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : 

pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah 

hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan 

untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis 

Rasulullah SAW. yang artinya : “ Barang siapa memisahkan antara seorang ibu 

dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih 
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– kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat 

Fuqoha’ dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : 

  إ  اف اقا ااجلاز جتها اه       اد ف يا حقابحض  ته

Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai 

anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak 

untuk memeliharanya “ ; 

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 

105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara a contrario (mafhum 

mukhalafah) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 yang telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai beriku: 

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk  a. mengasuh, 

memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b. menumbuh kembangkan anak 

sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya 

perkawinan pada usia anak – anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau  tidak 

diketahui keberadaannya,  atau  karena suatu  sebab,  tidak dapat melaksanakn 

kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya 

karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk 

sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974) ; 

Menimbang, bahwa selain memahami secara a contrario (mafhum 

mukhalafah) ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya 

kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat) kepada ayah (Tergugat) karena 

faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental 

spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang  Nomor 23 

Tahun 2002 yang telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Setiap 

anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang 

bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari 

perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. 

penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidak-adilan; dan 
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f. perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh   anak   

melakukan   segala  bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

tersebut di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman;  

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 

huruf (b) berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat 

dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau 

mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, 

kecerdasan intelektual dan agama sianak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah di ubah dengan Undang – 

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yakni “setiap anak 

berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya 

sendiri”;  

Menimbang, bahwa terhadap kedua anak yang masing-masing bernama 

ANAK I, lahir di Jember, tanggal 22 Agustus 2011, (umur 11 tahun) dan ANAK II, 

lahir di Jember, 03 Maret 2018, (umur 4 tahun),  sedangkan Tergugat tidak 

menyampaikan pembelaannya karena tidak hadir di persidangan, maka 

berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Pemeliharaan 

anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, 

maka gugatan Penggugat untuk memegang hak hadhanah terhadap kedua anak 

kandung yang masing-masing bernama ANAK I, lahir di Jember, tanggal 22 

Agustus 2011, (umur 11 tahun) dan  ANAK II, lahir di Jember, 03 Maret 2018, 

(umur 4 tahun) harus dikabulkan ; 

 Menimbang, bahwa oleh karena pemegang hak hadhanah berada pada 

Penggugat, maka berdasarkan Pasal 14 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa anak 

tetap berhak dan bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan 

kedua orang tuanya dan juga berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017 bahwa orang 

tua yang mempunyai (memegang) hak hadhanah harus memberi akses kepada 

orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya”, 

dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu 
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anaknya, maka hak Penggugat dalam mengasuh anaknya bisa dicabut (vide 

SEMA Nomor 1 Tahun 2017); 

Menimbang,   bahwa  oleh  karena gugatan  Penggugat  dikabulkan, maka 

Majelis Hakim harus menetapkan dua anak yang masing-masing bernama ANAK 

I, lahir di Jember, tanggal 22 Agustus 2011, (umur 11 tahun) dan  ANAK II, lahir di 

Jember, 03 Maret 2018, (umur 4 tahun) berada di bawah hadhanah Penggugat 

dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya 

yang akan dituangkan dalam amar putusan ini ; 

        Menimbang, bahwa   berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 

7  Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka  

biaya perkara ini dibebankan kepada  Penggugat ; 

       Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;  

      MENGADILI: 

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap ke persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Indra Tri Cahyono bin 

Sutarno) terhadap Penggugat (Nurfaizah Binti Suparto); 

4. Menetapkan hak asuh (hak hadlonah) kedua anak Penggugat dan Tergugat 

yaitu:  

1)  ANAK I, lahir di Jember, tanggal 22 Agustus 2011, (umur 11 tahun); 

2)  ANAK II, lahir di Jember, 03 Maret 2018, (umur 4 tahun), berada dalam 

pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat,  

Dengan kewajiban memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu 

dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut; 

5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 

520.000,00- (lima ratus dua puluh ribu rupiah); 

         Demikian dijatuhkan putusan ini di Jember pada hari Senin tanggal 16 

Januari 2023 M oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri 
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dari Dra. Nur Sholehah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Baidlowi, S.H. serta 

Drs. H. Ramli, M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan 

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 M 

bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1444 H dengan didampingi oleh Riza 

Amalia, S.Ei. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri 

oleh Penggugat dan Kuasanya; 

                                             Ketua Majelis 

 

  

 

Dra. Nur Sholehah, M.H. 

 

   Hakim Anggota I                                         Hakim Anggota II 

         

   

  Drs. H. Baidlowi, S.H.                                 Drs. H. Ramli, M.H. 

     

 Panitera  Pengganti 

  

       

                                         Riza Amalia, S.Ei. 
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Perincian Biaya Perkara : 

1. Pendaftaran : Rp     30.000,00 

2. Biaya Proses : Rp     75.000,00 

3. Biaya Panggilan : Rp   375.000,00 

4. Biaya PNBP : Rp     20.000,00 

5. Redaksi : Rp     10.000,00 

6. Materai : Rp     10.000,00 

Jumlah             Rp     520.000,00  (lima ratus dua puluh ribu rupiah); 

 

Untuk salinan yang sama bunyinya, 
Oleh, 

Pengadilan Agama Jember 
Panitera 

 
Akhmad Muzaeri, S.H. 
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